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ABSTRAKSI 

Tesis yang berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA 
JASA LAYANAN ANGKUTAN KERETA API ini diambil oleh peneliti 
se bagai tema utama dalam melakukun penelitian dikarenakun pene Ziti 
melihat bahwa selama ini tingkat pelayanan serta keamanan dan 
keselamatan menjadi sesuatu ha1 yang kurang diperhatikan dan telah 
banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) 
sebagai pelhku usaha dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia 
terhadap ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Peneliti melihat ha1 ini telah banyak 
menyebabkan kerugian yang dialami oleh konsumen kereta api selama ini. 
Hal ini didukung dengan data dan fakta yang muncul dari beberapa 
penelitian dan berita di media masa. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti 
mengambil rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap 
konsumen pada jasa layanan angkutan kereta api dan solusi apakah yang 
dapat diambil untuk memperbaiki sistem perlindungan lwnsumen yang 
berjalan kurang baik ini. 

Dalam tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif dimana dalam metode ini peneliti mengkaji peraturan yang ada 
dikaitkan dengan kejadian yang terjadi di lapangan dan data yang 
didapatkan disajikan secara deslwiptifanalitis. 

Dari analisis yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan bahwa 
selama ini perlindungan konsumen yang ada pada jasa angkutan kereta api 
dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Ini dilihat dari seringnya 
hak-hak lwnsumen diabaikan serta upaya-upaya baik preventif maupun 
represif yang dilakukan PT Kereta Api (Persero) untuk memberikan 
perlindungan hukum yang maksimal bagi konsumen. Berdasarkan ha1 ini, 
maka dibutuhkan solusi agar hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa 
angkutan kereta api dapat terlindungi. Solusi yang dapat diambil adalah 
melakukan perbaikan dari tiga aspek yaitu penyelenggaraan 
perkeretaapian, aspek regulasi dan kebijakun serta aspek konsumen. 

Kata Kunci: Perlindungan Konsurnen, Kereta Api, Kerugian, Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1999 



BAB I 

PENDAIXLILUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu negara, sistem hnsportasi dapat dikatakan menjadi 

salah satu unsur yang penting. Hal ini dikhi'enakan dengan adanya sistem 

transportasi dapat memudahkan perpindahan orang dari satu tempat ke 

tempat lainnya. Salah satu moda transportasi yang banyak dikenal adalah 

kereta api. 

Kereta api dapat dikatakan menjadi moda transportasi yang digemari 

oleh banyak orang di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Kemampuan 

kereta api yang dapat mengangkut banyak orang secara bersamaan ke 

tempat lain menjadi salah satu faktomya. Di Indonesia sendiri, bukti bahwa 

kereta api menjadi moda transportasi favorit dapat dilihat dari setiap 

tahunnya dimana kereta api menjadi moda transportasi bagi sebagian orang 

untuk pulang ke daerah dalarn tradisi mudik. Selain itu berdasarkan pada 

data dari PT Kereta Api (Persero) menunjukkan bahwa dalam triwulan 

pertarna tahun 2008 kereta api telah mengangkut sebanyak 304.119 

penurnpang.' 

Di Indonesia, kereta api dikelola oleh PT Kereta Api (Persero) 

sebagai badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah yang benvenang 

untuk menyelenggarakan perkeretaapian di Indonesia. Hal ini diatur dalam 

1 http://www.kereta-avi.go.id/detail beritaf triwulan pertama kereta api angkut 304.119 penurnpang, 10 
Agustus 2008 



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian. Sebagai pelaku 

usaha di bidang usaha jasa angkutan, maka PT Kereta Api (Persero) 

memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan konsumen untuk 

sampai pada tujuan selain kepuasan yang juga tidak boleh dilupakan. 

Namun, yang terjadi saat ini adalah seringnya konsumen kereta api 

menerima pelayanan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Kecelakaan seringpula terjadi sehingga tidak ada jarninan keselamatan dan 

keamanan bagi konsumen kereta api, dan asuransi yang diberikan kepada 

konsumen pun relatif kecil. 

Hal ini menyebabkan seringnya konsumen kereta api mengalami 

kerugian saat menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Berbagai 

kelalaian yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) ini disebabkan oleh 

dua faktor, yaitu faktor eskternal dan internal. Faktor eksternal yaitu 

banyaknya sabotase terhadap prasarana pendukung perkeretaapian dalam 

bentuk pencurian re1 kereta api yang akhir-akhir ini sering terjadi. Namun, 

apa yang terjadi pada perkeretaapian ini lebih banyak disebabkan oleh 

faktor internal. Faktor internal itu antara lain : 

1. adanya proteksi dari pemerintah terhadap PT Kereta Api (Persero) 

berupa peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

2. Tidak atau belum adanya pesaing yang potensial bagi PT Kereta Api 

(Persero) dalam bisnis kereta api di Indonesia ; 



3. Sistem perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian yang 

Berdasarkan pengamatan bahwa seluruh kecelakaan yang selama ini terjadi 

pada kereta api disebabkan oleh faktor manusia. Jadi dalam hal ini, kualitas 

sumber daya manusia dalam jajaran PT Kereta Api (Persero) perlu untuk 

diperbai k i 3  

Seperti diketahui bahwa dalam suatu pengangkutan, pihak 

pengangkut memiliki hak dan kewajiban. Pengangkut merniliki kewajiban 

untuk menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. 

Selain itu, pengangkut juga berkewajiban untuk menjaga keselamatan 

barang atau penumpang yang diangkutnya sampai di tempat tujuan yang 

diperjanjikan. Hal sebaliknya, pengangkut berhak atas biaya pengangkutan 

yang diselenggarakan. Dengan dasar pengangkutan dari perjanjian 

pengangkutan, maka apabila telah tercapai suatu kesepakatan diantara 

pihak pengangkut dengan penumpang maka lahirlah suatu tanggung jawab 

yang harus dipikul oleh pihak pengangkut apabila terjadi suatu kerugian 

yang dialami. 

Sebab-sebab di atas yang mengakibatkan berbagai kerugian yang 

dialami konsumen tanpa disadari telah bertentangan dengan hukurn 

perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Seperti telah kita ketahui bahwa konsumen dalarn 

menggunakan produk atau jasa mempunyai hak-hakyang wajib dipenuhi 

oleh pelaku usaha yaitu : 

2 Kompas, Sertifikasi Kecakapan Tunggu Apa Lagi?, 10 November 2008 
Zbid 



1. hak untuk memperoleh keamanan ; 

2. hak untuk memperoleh informasi ; 

3. hak untuk keselamatan dalam menggunakan produk. 

Beberapa kasus dan keluhan dari konsumen menjadi bukti bahwa PT 

Kereta Api (Persero) sering lalai memenuhi hak-hak konsumen 

-- sebagaimana telah disebutkan di atas. Beberapa kasus atau keluhan yang 

dapat kita sebutkan adalah mengenai kenyamanan. Dalam beberapa 

keluhan dikatakan bahwa kondisi toilet pada kereta api sangat b u d  dan 

jauh dari kesan bersih. Ini mengakibatkan banyak penurnpang kereta yang 

terganggu kenyamanannya akibat bau tidak sedap yang dititnb~lkan.~ 

Tidak berbeda jauh dari kenyamanan, kualitas keamanan yang 

terdapat dalam kereta api pun sering dikeluhkan oleh konsumen kereta. 

Dalam satu situs internet, dikatakan bahwa beberapa konsumen kereta api 

kehilangan barangnya di saat mereka menggunakan jasa layanan kereta api. 

Ironisnya, ini tidak ada kesigapan dan keseriusan dari petugas keamanan 

kereta api dalam menanggapi kejadian ini dan terkesan acuh talc acuh. 

Dalam situs lain bahkan diberikan beberapa tips agar konsumen tidak 

kehilangan barang di kereta api. Ini dapat dikatakan bahwa konsumen 

kereta api sudah tidak lagi percaya dengan kualitas keamanan kereta apL5 

Keterlambatan baik itu kedatangan maupun keberangkatan kereta api 

pun banyak dikeluhkan oleh konsumen kereta api. Tidak adanya pemberian 

informasi yang jelas dari PT Kereta Api (Persero) mengenai penyebab 

4 h~://www.diditho.blogmot.net/ derita di kereta api, 10 Agustus 2008 
5 http://www.indonesiaindonesia.cod~15252-hati-hati-naik-kereta-api/ 5 November 2008 



keterlambatan menyebabkan kebanyakan konsumen sering mengeluh. 

Terlebih lagi jika kita melihat sikap dari PT Kereta Api (Persero) dalarn 

memberikan jawaban atas pertanyaan konsumen yang biasanya dengan 

jawaban yang dapat dikatakan tidak memberikan kepuasan kepada 

kon~umen.~ 

Dari sisi keselamatan, F i Kereta Api (Persero) pun dapat dikatakan 

h a n g  dapat memberikan jaminan kepada konsumen dengan begitu 

seringnya terjadinya kecelakaan yang terjadi dengan kereta api. Suatu 

sumber menyebutkan pada tahun 2007 lalu, dari 107 kecelakaan yang 

terjadi sebanyak 90% disebabkan karena kereta mengalami anjlok. Hal ini 

menggambarkan bahwa PT Kereta Api (Persero) sebagai pelaku usaha di 

bisnis kereta api tidak dapat menjamin keselamatan dan kualitas sarana 

kereta api.' 

Hal-ha1 tersebut di atas menggambarkan kondisi dari kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh PT Kereta Api (Persero) sebagai pelaku 

usaha dalam bisnis perkeretaapian kepada konsumennya. Semua hal 

tersebut dapat kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan ha1 ini, ketentuan 

dalarn Pasal 7 huruf b, c, dan d dapat kita jadikan acuan.' Dalam Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

huruf b dinyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan 

hftD:Nww~.~m-ye~cale.net/ 5 November 2008 
i Siti khoirun Nikrnah dan Valentina Sri Wijayati, Kereta Apiku Sayang, Kereta Apiku Malang Proyek 

EJisiensi Perkeretaapian, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 2008, hlm. 10 
8 Lihat Pasal7 huruf b,c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbailcan, dan 

pemeliharaan. 

Selanjutnya dalam Pasal 7 huruf c dikatakan bahwa pelaku usaha 

wajib untuk memperlakukan konsumen secara benar dm jujur serta tidak 

diskriminatif. Dalam Pasal 7 huruf d diatur bahwa pelaku .&aha wajib 

untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa 

yang berlaku. 

Hal-hal sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikaitkan pula dengan 

industri perkeretaapian saat ini yang masih didominasi oleh satu perusahaan 

penyelenggara terlepas dari telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1992 tentang Perkeretaapian. Undang-Undang yang baru ini telah 

meliberalisasi penyelenggaraan jasa pengangkutan kereta api, namun 

demikian, hingga saat ini PT Kereta Api (Persero) masih menjadi pelaku 

tunggal dalam bidang pengangkutan kereta api. Kondisi monopoli ini 

menyebabkan idak ada pilihan bagi konsumen dalam menggunakan jasa 

angkutan kereta api. 

Dengan berbagai permasalahan diatas, maka penulis mengambil 

penelitian tentang Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa 

Layanan Angkutan Kereta Api. 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengarnbil rurnusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukurn terhadap konsumen pada jasa 

layanan angkutan kereta api? 

2. Solusi hukum apakah yang dapat ditempuh agar perlindungan hukurn 

terhadap konsumen pada angkutan kereta api dapat tercapai? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rurnusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Untuk mengkaji perlindungan hukurn terhadap konsumen pada jasa 

layman angkutan kereta api. 

2. Untuk mengkaji solusi yang dapat diambil agar pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap konsumen pada jasa angkutan kereta api 

dapat berjalan dengan baik. 

D. Tinjauan Pustaka 

Masalah perlindungan konsumen merupakan isu yang telah lama 

diperbincangkan di masyarakat. Hal ini menjadi penting dikarenakan sejak 

dahulu, konsumen selalu menjadi pihak fang lemah jika dibandingkan 

dengan posisi pelaku usaha atau produsen. Hal yang selalu terjadi selama 

ini adalah hak-hak konsumen lebih sering diabaikan oleh pelaku usaha. 



Konsumen sering diartikan sebagai orang atau perusahaan yang 

membeli barang tertentu atau menggunakan jasa terter~tu.~ Istilah konsumen 

berasal dari peng-Indonesia-an kata asing consumer. Dalam pengertian lain 

dikatakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang 

dan jasa.1° 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 2. Pasal tersebut menentukan 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang dm atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain da tidak untuk diperdagangkan. Dari berbagai 

pengertian tentang konsurnen tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

konsumen adalah pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada 

mereka oleh pelaku usaha. 

Dalam ha1 menggunakan jasa atau membeli produk tertentu, 

konsumen disarnping memiliki kewajiban yang dipenuhi maka konsumen 

memiliki hak-hak yang hams dipenuhi yaitu. John F. Kennedy 

mengemukakan empat hak konsumen yang hams dipenuhi yaitu :I2 

1. Hak memperoleh keamanan (the right to safety); 

2.  Hak memilih (the right to choose); 

3 .  Hak mendapatkan inforrnasi (the right to be informed); 

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 
hlm. 17 

10 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dun Perkembangan 
Pemikiran, Nusa Media, Banjarmasin, 2008, hlm. 7 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
12 Janus Sidabalok, op.cit., hlm. 38 



4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 

Sementara itu, Masyarakat Ekonomi Eropa mengemukakan hak dasar 

konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan adalah : I 3  

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan; 

2. Hak mendapatkan ganti rugi; 

3. Hak perlinduiigan kepentingan ekonomi; 

4. Hak untuk didengar. 

Sedangkan di Indonesia, mengenai hak konsumen yang perlu untuk 

dilindungi terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa hak konsumen adalah : l4 

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan &lam 

mengkonsurnsi barang dan atau jasa ; 

2. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan 

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jarninan 

yang dijanjikan ; 

3. hak atas inforrnasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi ddan 

jaminan barang dan atau jasa ; 

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa 

yang digunakan ; 

l3 Ibid 
l4 Lihat Pasal4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ; 

6. hak untuk medapat pembinaan dan pendidikan konsumen ; 

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif ; 

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti ru@ dan atau penggantian, 

apabila barang dan atau jasa yang diterirna sesuai dengan perjanjian dan 

atau tidak sebagairnana mestinya ; 

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Selain tentang konsumen beserta hak-haknya, perlindungan konsumen 

juga selalu berkaitan erat dengan produsen atau pelaku usaha. Pelaku usaha 

memiliki pengertian pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. 

Namun, menurut Janus Sidabalok bahwa produsen tidak hanya diartikan 

sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi 

juga mereka yang terkait dengan penyampaidperedaran produk hingga 

sampai ke tangan konsumen. Pengertian ini berarti melihat produsen atau 

pelaku usaha secara luas.15 

Dalam Pasall angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsurnen dikatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang 

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukurnyang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

l5 Janus Sidabalok, op.cit, hlm. 16 



maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegitan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi. 

Dalam ha1 melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha selain 

memiliki hak juga berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.' 

Dalam Pasal7 dikatakan bahwa kewajiban konsumen adala. :I6 

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ; 

2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jqjur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan ; 

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif ; 

4. menjarnin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau 

jasa yang berlaku ; 

5. memberikan kesempatan kepada konsurnen untuk menguji dan atau 

mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau 

garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan ; 

6. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila 

barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perj anjian. 

Hukurn perlindungan konsurnen sendiri mulai muncul disaat 

banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak konsurnen yang dilakukan oleh 

l6 Lihat Pasal7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perliidungan Konsumen 

11 



pelaku usaha. Banyak ha1 yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 

terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Berbagai aspek yang 

memunculkan pelanggaran tersebut dapat di ambil contoh dari 

perkembangan perekonomian yang semakin pesat. Perkembangan 

persaingan pasar yang semakin pesat ini menyebabkan setiap pelaku usaha 

bersaing ingin menguasai pasar dan memenangkan persaingan. 

Dengan adanya tujuan tersebut, maka banyak praktik-praktik usaha 

tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menguasai pasar. 

Kaitan antara praktik usaha tidak sehat ini dengan konsumen adalah bahwa 

dengan d i i a i n y a  pasar oleh sediit pelaku usaha menyebabkan 

banyaknya hak-hak konsumen yang terabaikan. Hal ini berakibat pada 

kerugian yang selalu dialami oleh konsumen. Posisi konsumen yang lemah 

juga mengakibatkan konsumen tidak dapat berbuat banyak terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha." 

Banyaknya kasus pelanggaran ini, maka diperlukan sebuah 

pengaturan terhadap pemberian perlindungan terhadap hak-hak konsumen. 

Hukum perlindungan konsumen ditujukan untuk memberikan perlindungan 

dalam ha1 ini berbentuk perlindungan hukum kepada konsumen dalam 

usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemunglunan tirnbulnya 

kerugian karena penggunaan produk barang dan jasa tersebut. Dasar 

lainnya yang memunculkan hukum perlindungan konsumen adalah karena 

posisi konsumen yang lemah di hadapan pelaku usaha. 

l7 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 44 



Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas- 

asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen 

dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang dan atau jasa 

konsumen.'"engertian ini diemukakan oleh A.Z. Nasution. Lebih lanjut, 

Nasution menjelaskan bahwa hukurn perlindungan konsumen selalu 

bcf~aitan dengan hukum konsumen. Jika hukum konsumen mengatur 

masalah dan hubungan antara konsumen dengan penyedia barang dan atau 

jasa dalam keadaan yang berimbang, maka menurut Nasution hukurn 

perlindungan konsumen mengatur hubungan dan masalah antara konsumen 

dan penyedia barang dan jasa dalam keadaan yang tidak berimbang. 

Selain itu, hukum perlindungan konsumen juga bertujuan untuk 

memberikan pembinaan kepada konsumen agar merniliki kesadaran akan 

hak-haknya dan tidak lagi menjadi eksploitasi para pelaku u~aha . '~  Lebih 

jauh dikatakan bahwa pentingnya hukurn perindungan konsumen untuk 

mendapat perhatian karena persaingan perdagangan yang saat ini menjadi 

semakin pesat akan dapat membawa implikasi negative pada perlindungan 

terhadap hak-hak konsumen oleh para pelaku ~saha .~ '  

Dalarn hukum perlindungan konsumen juga diatur mengenai 

tanggung jawab pelaku usaha. Dalam hukum perlindungan konsumen, 

-' Janus Sidabalok, op. cit., hlm. 47 
l9 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
m Erman Rajagukguk. et.al., Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Majq Bandung, 200, hlrn. 2 



dikenal adanya tiga prinsip tanggung jawab pelaku usaha, tiga prinsip itu 

adalah :21 

1. prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Liability based on 

fault). Prinsip tanggung jawab ini adalah prinsip tanggung jawab yang 

didasarkan pada adanya unsure kesalahan dan hubungan kontrak. 

Prinsip ini, merupakan prinsip yang jarang digunakan, karena prinsip 

tanggung jawab ini baru dapat diajukan kalau telah memenuhi dua 

syarat tersebut diatas. 

2. prinsip tanggung jawab berdasarkan Wanprestasi (breach of warranty). 

Prinsip tanggung jawab ini berdasarkan pada kontrak. Dengan prinsip 

ini, maka ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian pada 

konsumen biasanya pertama kali akan dilihat pada kontrak, baik itu 

lisan atau tertulis. 

3. prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip tanggung jawab 

mutlak merupakan prinsip tanggung jawab dimana unsure kesalahan 

tidak perlu dibuktikan oleh konsumen sebagai dasar ganti rugi. Ada tiga 

alasan mengapa prinsip tanggung jawab ini diterapkan dalarn tanggung 

jawab produk, yaitu : 

a. diantara konsumen dengan produsen, beban kerugian seharusnya 

ditanggung oleh pihak yang memproduksi barang-barang yang 

cacat atau berbahaya tersebut di pasaran ; 

21 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia, Bogor, 2008, 
hlm. 32 



b. dengan menempatkan atau mengedarkan barang di pasaran, 

berarti produsen menjamin bahwa bahwa barang tersebut arnan 

dan pantas untuk dipergunakan dan bilamana terdapat cacat atau 

berbahaya maka produsen hams bertanggung jawab ; 

c. sebenamya, tanpa melalui tanggung jawab mutlak 'pun produsen 

yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui , proses 

penuntutan beruntun, yaitu konsumen pada pedagang pengecer, 

pedagang pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, 

distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Penerapan 

strict liability ini dimaksudkan untuk mengurangi proses yang 

panjang ini. 

Perjanjian pengangkutan diartikan sebagai perjanjian tirnbal balik 

antara pengangkut dengan pengirim atau penumpang dimana pihak 

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang atau penumpang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim 

atau penumpang mengikatkan dirinya dengan membayar ongkos 

pengangkutan."2 Dengan tercapainya kesepakatan diantara pengangkut 

dengan pengirim atau penumpang, maka muncul suatu tanggung jawab 

yang dipikul oleh pihak pengangkut. Dalarn hukm pengangkutan terdapat 

tiga prinsip tanggung j awab pengangkut yaitu: 

1. Tanggung awab berdasarkan kesalahan; 

2. Tanggung j awab berdasarkan praduga; 

22 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, F H  UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 183 



3. Tanggung j awab m ~ t l a k . ~  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yuridis normatif 

yaitu penelitian yang mengkaji dari perundang-undangan berlaku untuk 

dikaitkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini 

didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan melakukan studi 

dokumen yang dapat berupa buku-buku, perundang-undangan, atau 

jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan tema penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari 

penelitian berupa wawancara dengan narasurnber yang terkait 

dengan tema penelitian. 

b. Data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1) Bahan Hukurn Primer. Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, 

antara lain : 

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumtz . 



b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1 992 

tentang Perkeretaapian. 

2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah 

bahan hukum yang memberikan penjelasan lanjutan atas 

bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini 

antara lain dapat berupa bahan-bahan kepustakaan berupa 

buku-buku, majalah, makalah, atau jurnal-jurnal hukum 

yang berkaitan dengan tema penelitian. 

3) Bahan Hukum Tertier. Bahan hukum tertier adalah bahan 

hukurn yang memberikan penjelasan lanjutan atas bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : 

1) Kamus istilah hukum ; 

2) Kamus Inggris-Indonesia ; 

3) Kamus besar bahasa Indonesia. 

Untuk mendukung sumber data yang diperoleh, maka dibutuhkan 

penjelasan yang berasal dari pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penelitian sebagai nara sumber yaitu : 

1. Bapak Sudaryatrno, S.H dari pihak YLKI 

2. Bapak Edi Santoso, S.H dari pihak PT Kereta Api (Persero) Daerah 

Operasi 6 Yogyakarta 

3. Bapak Budi Suwardjo sebagai salah seorang pihak konsumen kereta 

api 



3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yang dilakukan ini, metode pengumpulan data 

dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a. Studi Kepustakaan/dokumen 

Studi kepustakTaan ini dilakukan dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, majalah, makalah, serta jurnal-jual 

hukurn yang berkaitan clan dapat dijadikan refiensi untuk tema 

penelitian yang diangkat. 

b. wawancara 

wawancara dilakukan dengan nara surnber yang berasal dari pihak- 

pihak yang terkait dengan tema penelitian yang diangkat. Wawancara 

yang dilakukan adalah wawancara terpimpin yang bersifat terbuka yang 

dilakukan langsung kepada nara surnber sehingga nantinya dapat 

memberikan penjelasan atau informasi terkait dengan tema penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan 

metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data denngan 

cara menggabungkan data-data yang diperoleh dari hasil studi 

kepustakaan dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Setelah itu, data-data yang digabungkan tersebutt akan diurutkan secara 

sistematis dan dianalisis sehingga diperoleh gambaran, penjelassan 



mengenai asas-asas, norma-norma, kaidah hukum yang berkaitan 

dengan hukum perlindungan konsumen kaitannya dengan perlindungan 

terhaddap konsumen dalam jasa layanan angkutan kereta api di 

Indonesia. Sehingga nantinya diperoleh sebuah jawaban-jawaban dan 

kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. 
- 

P. Sistematika Penulisan 

BAB I tentang Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan, rumusah masalah, tujuan peneitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB I1 tentang Hukum Perlindungan Konsumen 

Bab ini menguraikan tentang hukum perlindungan konsumen secara urnurn, 

pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, serta bentuk-bentuk 

tanggung jawab produsen dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen. 

BAB 111 tentang Hukum Pengangkutan 

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan terhadap hukum pengangkutan 

secara urnurn, yang akan kemudian disertai dengan uraian penjelasan 

tentang tanggung jawab PT Kereta Api (Persero) sebagai pengangkut dan 

pelaku usaha di bidang jasa angkutan perkeretaapian. 

BAB IV tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jasa 

Layanan Angkutan Kereta Api 



Dalam bab ini berisi penjelasan tentang hak-hak yang diterima konsumen 

dalam jasa layanan angkutan kereta api, serta hak-hak yang didapatkan 

apabila konsumen mengalami kerugian saat menggunakan jasa layanan 

kereta api. 

BAB V tentang Penutup 

Bab ini berisi kesirnpulan clan saran dari penjelasan dan uraian yang telah 

dipaparkan dalam bab I hingga bab IV. 



BAB I1 

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 

A. Konsumen dan Pelaku Usaha 

Konsumen jika dilihat dari sudut pandang yang lebih sempit diartikan 

sebagai pemakai terakhir (end user) dari produk yang diserahkan kepada 

mereka oleh pengusaha. Dalam cakupan yang lebih luas, konsumen dapat 

diartikan yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan 

tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.l 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 2, dimana 

ditentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.2 Melihat kepada pengertian-pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa semua orang adalah konsumen. Hal ini dikarenakan 

bahwa semua orang membutuhkan barang clan jasa untuk mempertahankan 

hidupnya, keluarga, ataupun untuk merawat dan memelihara harta 

bendanya. 

' Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 
hlm. 17 

Lihat Pasall angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



Konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban yang hams 

dilakukan maupun dipenuhi. Ada beberapa kewajiban yang hams dilakukan 

oleh konsumen, yaitu :3 

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan 

keseiainatan; 

2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau 

jasa; 

3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Semua kewajiban ini juga tercantum dalam Pasal5 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Sebagai balance atau penyeimbang, maka terdapat hak-hak konsumen 

yang hams dipenuhi oleh pelaku usaha. Mengenai hak-hak konsumen ini, 

maka terdapat beberapa rumusan, diantaranya menurut John F. Kennedy 

yang mengemukakan terdapat empat macam hak-hak konsumen yaitu :4 

1. The right to safe products; 

2 .  The right to be informed aboutproducts; 

3 .  The right to deJinite choices in selecting products; 

4 .  The right to be heard regarding consumer interests. 

Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dun Perkembangan 
Pemikiran, Fakultas H h m  Universitas Lambung Mangkurat Press, Banjarmasin, 2008, hlrn. 24-25 

J a w  Sidabalok, op.cit., hlm. 38 



Selain hak-hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy 

tersebut, masyarakat ekonomi eropa juga merurnuskan hak dasar konsumen 

antara lain :5 

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan; 

2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi; 

3. Hak mendapatkan ganti rugi; 

4. Hak untuk didengar. 

Di Indonesia, hak-hak konsumen ini tercantum dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam Pasal4 ditentukan hak-hak konsumen adalah :6 

1. Hak atas kenyarnanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan atau jasa; 

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi clan 

jarninan barang dan atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa 

yang dipergunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

Zbid 
Lihat Pasal4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar clan jujur serta tidak 

diskriminasi; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika 

barang dan atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; 

- 
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 

Lebih lanjut, selain hak-hak konsumen yang wajib untuk dilindungi, 

terdapat juga kepentingan-kepentingan konsumen yang juga hams ikut 

dilindungi. 

Hal ini tercantum dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Pedoman Perlindungan Bagi Konsumen (Guidelines for Consumer 

Protection) Nomor 391148 Tahun 1985 pada Bagian I1 Nomor 3, dimana 

ditentukan bahwa kepentingan-kepentingan konsumen yang diharapkan 

dapat ikut dilindungi oleh setiap negara di dunia adalah :7 

1 .  Perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan 

keamanan konsumen; 

2. Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen; 

3. Hak konsumen untuk mendapatkan inforrnasi sehingga mereka dapat 

memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya; 

4. Pendidikan Konsumen; 

5. Tersedianya ganti rugi bagi konsumen; 

6. kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen atau lembaga lain 

yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga 
- - 

' Abdul Halim Barkatulah, op.cit., hlm. 22 



tersebut untuk mengemukakan pandangan mereka dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, maka untuk melindungi 

segala hak konsumen tidak hanya dilakukan sepihak dari pihak pelaku 

usaha, namun juga hams dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Hal ini 

dikemukakan oleh Happy Susanto, dimana dikatakan bahwa menurut 

Happy Susanto konsumen perlu memperhatikan hak-hak yang hams 

diperjuangkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsumen tidak bisa hanya 

tinggal d i m  tanpa berbuat apapun ketika hak-hak konsumen tersebut jelas- 

jelas telah dirugikan.* 

Berkaitan dengan ha1 ini, Happy Susanto mengemukakan sedikitnya 

ada lima faktor yang dapat melemahkan posisi konsumen dihadapan pelaku 

usaha. Kelima faktor itu adalah :' 

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya; 

2. Belum terkondisikannya "masyarakat konsurnen" karena memang 

sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang apa saja hak- 

haknya dan kemana hak-haknya akan disalurkan jika mendapatkan 

kesulitan atau kekurangan dari standar barang dan atau jasa yang 

sewaj arnya; 

3. Belum terkondisikannya masyarakat konsumen menjadi masyarakat 

yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak-haknya; 

4. Proses peradilan yang rumit clan memakan waktu yang berkepanjangan; 

13 Happy Susanto, Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Yogyakarta, 2008, 
hlm. 27 

Ibid, hlm. 29-30 



5. posisi konsumen yang selalu lemah. 

Melihat kepada lima faktor di atas, maka konsumen perlu mengetahui 

bagaimana kondisi barang dan atau jasa yang akan dibeli. Informasi barang 

d m  atau jasa sangat diperlukan Dengan mengetahui kondisi sesungguhnya 

suatu barang dan atau jasa, maka kita akan mengetahui resikonya. 

- 
Pelaku usaha sering diartikan sebagai penghasil barapg dan jasa. 

Namun, dalam beberapa pengertian lain dikatakan bahwa yang termasuk 

dalam kualifikasi produsen adalah pembuat, grosir, leveransir, dan 

pengecer. Jika melihat kepada cakupan di atas, maka pengertian produsen 

tidak bisa hanya diartikan sebagai pembuat yang menghasilkan produk saja, 

tetapi juga termasuk mereka yang terkait dengan penyampaidperedaran 

produk hingga sarnpai kepada konsumen.1° 

Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, pengertian produsen atau pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 

angka 3, dimana dalam pasal tersebut menentukan pelaku usaha adalah 

setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan 

hukurn maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dan 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." 

Melihat kepada pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas, maka pelaku 

lo Janus Sidabalok, op.cit., hlm. 16 
11 Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



usaha termasuk juga adalah perusahaan dalam segala bentuk dan bidang 

usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta lainnya. 

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang 

bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang 

ditimbulkan dari oleh usahanya terhadap konsumen. 

Dalam melakukan kegiatan usahanya terhadap pihak ketiga yaitu 

konsumen, pelaku usaha merniliki hak dan kewajiban. Diantara kewaijban 

produsen atau pelaku usaha itu adalah : l2 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan 

penggunaan barang dan jasa; 

3. memberlakukan dan melayani konsumen secara benar, juju, dan tidak 

diskriminatif; 

4. menjamin mutu barang dan jasa sesuai dengan standar mutu yang 

berlaku; 

5. memberi kesempatan yang masuk akal kepada konsumen untuk 

menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu, serta memberikan 

garansi atas barang yang diperdagangkan; 

6. memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen dalam 

hubungan dengan penggunaan barang dan jasa; 

7. memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen jika 

ternyata barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; 

l2 Lihat Pasal7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



8. menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purnajual oleh produsen 

minimal untuk jangka waktu satu tahun; 

9. memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diproduksinya. 

Sebagai penyeimbang dari kewajiban yang hams dilakukan, maka 

terdapat juga hak bagi pelaku usaha, yaitu :I3 

a. menerirna pembayaran sesuai dengan kesepakatan; 

b. mendapatkan perlindungan hukurn dari perlakuan konsumen yang tidak 

beritikad bak, 

c. melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa 

konsumen; 

d. merehabilitasi nama baik apabila ternyata dalam penyelesaian sengketa 

dengan konsumen, ternyata kerugian konsumen bukan disebabkan oleh 

barang dari pelaku usaha; 

e. hak-hak lain yang diatur dalam berbagai perundang-undangan. 

Adanya hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan 

kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakan pola hubungan yang 

seimbang antara pelaku usaha/produsen dan konsumen. l4 

B. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum 

Perlindungan Konsumen 

Dalam hukurn perlindungan konsumen, pelaku usaha memegang 

tanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen dari 

13 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2005, h h .  229-230 

14 Happy Susanto, op. cit., h h .  34 



penggunaan barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen atau pelaku 

usaha. Berdasarkan pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan 

atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. l5 

Melihat kepada ketentuan ini, maka jelas bahwa dalam hukum 

perliidungan konsumen digunakan asas pembuktian terbalik. Hal ini 

dikarenakan dalam mempertanggunejawabkan perbuatannya yang 

mengakibatkan konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha harus 

membuktikan bahwa barang d m  atau jasa yang diproduksi atau 

diperdagangkan tersebut benar-benar aman. Tanggung jawab pelaku usaha 

ini dalam hukurn perlindungan konsumen disebut dengan istilah product 

liability. 

Istilah product liability pertama kali dikenal di Arnerika Serikat 

sekitar 60 tahun yang lalu, dimana istilah ini dikenal dalam dunia 

perasuransian. Tanggung jawab produk diartikan sebagai tanggung jawab 

atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu 

produk atau yang berkaitan dengan barang-barang k~nsumsi. '~ 

Dalam pandangannya yang lain, Hursh mengatakan bahwa product 

liability sebagai berikut : 'product liability is a liability of manufacturer, 

IS Lihat Pasal19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
l6 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, 

Jakam, 2008, hlm. 64 



processor or non manufacturing seller for injury to the person or property 

of a buyer or third party, caused by product which has been sold'.17 

Agnes M. Toar mendefinisikan tanggung jawab produk sebagai 

tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam 

peredaran, yang menirnbulkan atau menyebabkan kerugian akibat cacat 

yang melekat pada produk tersebut." Selanjutnya, Perkins Coie 

mengemukakan pengertian tentang tanggung jawab produk sebagai berikut: 

"the liability of the manufacturer or other in the chain of distribution of a 

product to a person injured by a used of the product'.19 

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, maka Prof. Dr. 

Saefulah mengatakan bahwa tanggung jawab produk adalah suatu tanggung 

jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu 

produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk 

menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang 

mendistribusikan produk ter~ebut.~' 

Meliiat dari pengertian tentang tanggung jawab produk, maka 

diketahui bahwa munculnya tanggung jawab ini dikarenakan adanya suatu 

produk yang cacat atau tidak sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan 

sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsurnen. Mengenai 

hal ini, maka suatu produk dapat dianggap cacat apabila :21 

" Ibid 
Ibid, hlm. 65 

l9 Erman Rajagukguk,et.al., Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maj y Bandung 
hlm. 46 

20 Ibid 
Abdul Halim Barkatulah, op.cit., hlm. 50 



1. Cacat produk atau rnanufW,  cacat manuf- adalah keadaan 

produk dimana berada di bawah tingkat harapan konsumen atau dapat 

pula cacat itu sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan harta 

benda, kesehatan, atau jiwa konsumen. 

2. Cacat peringatan atau instruksi, cacat instruksi atau peringatan adalah 

cacat prociiik karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan 

tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. 

3. Cacat desain, cacat desain adalah cacat produk dimana desain tersebut 

tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan 

kerugian atau dapat membahayakan konsumen. 

Dalam perkembangannya, prinsip tanggung jawab ini ada tiga. Ketiga 

prinsip tersebut adalah : 

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Prinsip tanggung jawab 

berdasarkan kesalahan (liability based on fault) adalah prinsip tanggung 

jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan 

k ~ n t r a k . ~ ~  

Prinsip tanggung jawab ini dikatakan merupakan yang paling 

merugikan konsumen. Hal ini dikarenakan gugatan konsumen dapat 

diajukan apabila telah memenuhi dua syarat tersebut, yaitu unsur 

kesalahan atau kelalaian dan unsur hubungan kontrak antara produsen 

dan konsumen. Dengan diberlakukannya kedua syarat tersebut dalarn 

mengajukan gugatan konsumen, maka prinsip tanggung jawab ini dapat 

22 Ibid, hlm. 53 



dikatakan tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi 

konsumen. 

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Prinsip tanggung 

jawab berdasarkan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan 

kontrak (Contractual ~iability)?~ Jadi tanggung jawab berdasarkan 

wanprestasi ini akan dapat diajukan oleh ~ n s u m e n  dengan pertarna- 

tama rnelihat pada isi kontraklperjanjian atau jaminan yang terdapat 

dalam perjanjian tersebut. 

Jaminan dikatakan sebagai "a warranty is statement of fact with respect 

to the quality or character of goods sold, made by the seller to include 

the sale, and relied on by the buyer"?4 Namun, dikatakan oleh Adrian 

Sutedi bahwa sebagaimana llazimnya gugatan breach of warranty yang 

umurnnya dipraktekan dalam perdagangan, mendasarkan wanprestasi 

pada gugatan ganti kerugian memiliki banya kellemahan yang dapat 

mengurangi bentuk perlindungan hukurn terhadap konsumen. 

Pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuatl, kemungkinan 

ada bantahan (disclaimer), dan persyaratan hubungan kontrak, baik itu 

hubungan horizontal maupun vertikal. 

3. Prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jamb mutlak (strict 

liability) adalah prinsip tanggung jawab yang digunakan untuk menjerat 

pelaku usaha. 

23 Ibid, Nm. 60 
24 Ibid, hlm. 6 1 



Dalam tanggung jawab mutlak, unsur kesalahan tidak dibebankan 

kepada oleh pihak penggugat sebagai dasar gugatan. Prinsip tanggung 

jawab mutlak ini lahir didasarkan pada beberapa alasan-alasan penting 

sebagai berikut :25 

a. Diantara korbadkonsumen di satu pihak dan produsenlpelaku usaha 

- 
dipihak lain, beban kerugian sehrusnya ditanggung oleh pihak yang 

memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat atau berbahaya di 

pasaran; 

b. Dengan menempatkanlmengedarkan barang-barang di pasaran, 

berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan 

pantas untuk dipergunakan dan bilamana tidak demikian, maka 

pihak produsen hams bertanggung jawab; 

Selain kedua alasan di atas, maka terdapat setidaknya dua alasan 

pendukung yang mendasarkan diberlakukannya tanggung jawab mutlak 

ini. Kedua alasan yang mendasari adanya strict liability ini didasarkan 

pada climate theory, yaitu :26 

a. manufacturer, adalah pihak yang berada dalam posisi keuangan 

yang lebih baik untuk menanggung beban kerugian dan pada setiap 

kasus yang mengharuskannya mengganti kerugian dia akan 

meneruskan kerugian tersebut dan membagi resikonya kepada 

banyak pihak dengan cara menutup asuransinya yang prerninya 

25 Adrian Sutedi, op.cit,, h h .  68 
26 Ibid, hlm. 68-69 



dirnasukkan dalam perhitungan harga dari barang hasil produksinya. 

Hal ini dikenal dengan deep climate theory. 

b. Terdapatnya kesulitan dalarn membuktikan adanya kesalahan dalam 

suatu proses manufacturing yang demikian kompleks pada 

perusahaan besar (industri) bagi seorang konsumen atau korban atau 

penggugat. 

Dengan munculnya prinsip tanggung jawab mutlak ini, rnaka 

konsumen tidak lagi mengalami kesulitan dalam menggugat pelaku usaha 

atas kerugian yang didapatkan akibat mengkonsumsi atau memakai barang 

dm jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Hal inilah yang tidak 

didapatkan sebelurn adanya prinsip tanggung jawab mutlak ini. Dalam 

hukum tentang product liability. Dahulu konsumen apabila ingin 

menggugat ganti kerugian dihadapkan pada tiga hal yaitu : 

a) menunjukkan bahwa produk telah cacat pada saat diserahkan; 

b) menunjukkan bahwa cacat pada produk tersebut telah menyebabkan 

kerugian/kecelakaan; 

c) menunjukkan adanya kerugian yang diderita oleh k o n s ~ m e n . ~ ~  

Prinsip tanggung jawab mutlak sendiri pertama kali muncul dan 

diterapkan di Amerika Serikat, tepatnya pada penanganan kasus antara 

Spence v. Three Rivers Builders and Mansory Supply tahun 1959. Dalam 

kasus ini, Suppreme Court of Michigan memutuskan bahwa pemilik nunah 

yang rusak akibat retaknya balok-balok dapat memperoleh kompensasi dari 

pembuat balok-balok tanpa hams membuktikan tentang isi kontrak, dan 



yang paling penting tanpa hams membuktikan kesalahan manufacturer atau 

pihak manapun.28 

Di Indonesia, prinsip tanggung jawab produk diterapkan berdasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan 

konsumen seperti KUHD, Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 196 1 tentang 

Zarang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Kesehatan. 

Narnun, dengan keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut 

ternyata belum cukup menjamin perlindungan terhadap konsumen. Hal ini 

menyebabkan seorang konsumen yang ingin mengajukan gugatan terhadap 

produsen atau pelaku usaha, maka tuntutannya hanya berdasarkan 

perbuatan melawan hukum berdasar pada pasal 1365 KUH Perdata. 

Berdasarkan sistem hukum yang ada, maka kedudukan konsumen sangat 

lemah dibanding produsen. 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, tanggung jawab produsen tercantum pada Pasal 19 dimana 

ditentukan dalam Pasal tersebut bahwa pelaku usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian 

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan.29 Dengan diberlakukannya tanggung jawab mutlak ini, 

maka diharapkan adanya peningkatan terhadap perlindungan kepada 

konsumen, selain itu dengan adanya tanggung jawab mutlak diharapkan 

para industriawan atau pelaku usaha Indonesia dapat mengetahui betapa 

28 Erman Rajagukguk, et.al., op.cit., hlm. 54 
29 Lihat Pasall9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkannya, diharapkan 

produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang atau jasa 

sebelum dikirim ke dalam pasar.30 

C. Perjanjian sebagai Dasar dalam Hubungan antara Konsumen 

dengan Pelaku Usaha 

Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha atau produsen 

selalu diawali dengan adanya suatu perjanjian atau kontrak. Dengan kata 

lain bahwa antara konsumen dengan pelaku usaha atau produsen terdapat 

suatu hubungan kontraktual. 

Hal ini terjadi karena penyerahan kewajiban masing-masing pihak 

dilaksanakan jika telah dicapai suatu kesepakatan diantara kedua belah 

pihak yang diwujudkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dalam ha1 lain 

dapat dikatakan bahwa konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang 

dibutuhkan dengan cara membeli dari produsen yang mana ini dapat 

dikatakan bahwa konsumen terikat hubungan kontraktual dengan produsen. 

Hubungan kontraktual itu biasanya dalam bentuk yang beraneka ragam, 

diantaranya yang biasa terjadi adalah perjanjian jual-beli. 

Namun, diluar itu terdapat perj anj ian lain yang menghubungkan 

antara konsumen dengan pelaku usaha atau produsen. Membicarakan ha1 

tentang perjanjian maka kita perlu mengetahui hal-ha1 yang terkait dengan 

perjanjian atau kontrak. Kontrak sering diartikan sebagai suatu perjanjian 

atau serangkaian perjanjian dirnana hukurn memberikan ganti rugi atas wan 

30 Erman Rajagukguk, et.al., op.cit., hlm. 59 



prestasi dari kontrak tersebut dan oleh hukurn pelaksanaan kontrak tersebut 

dianggap sebagai suatu tugas yang hams dilak~anakan.~ 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa 

kontrak adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lainnya. Dalam sebuah kontrak terdapat beberapa asas 

yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Asas konsensualisme atau kesepakatan merupakan asas dasar yang 

harus dipenuhi dalam pembuatan suatu kontrak. Hal ini dikarenakan 

tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak, maka kontrak tidak pernah 

terjadi?2 

Asas konsensualisme juga berarti bahwa dengan perjanjian yang dibuat, 

maka kontrak itu akan mengikat kepada kedua belah pihak sebagai 

suatu hukum yang mengatur. 

2. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebsan berkontrak diartikan 

sebagai asas dalam kontrak dimana para pihak yang akan membuat 

kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat 

kontrak, selain itu para pihak dalam kontrak bebas untuk mengatur 

sendiri dan membuat sendiri isi dalam kontrak. Namun, kebebasan 

tersebut dibatasi oleh rambu-rambu hukm sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

a. Harus memenuhi syarat sebagai kontrak; 

b. Tidak dilarang oleh undang-undang; 

c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; 

31  Ibid, hlm. 10 
'' Ibid, hlm. 13 
33 Ibid, hlm. 12 



d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

3. Asas Pacta Sunt Sevanda. Asas Pacta Sunt Sewanda jika diartikan 

secara harfiah adalah janji itu mengikat. Dari kalimat itu, selanjutnya 

dapat dijelaskan bahwa Pacta Sunt Sewanda adalah suatu kontrak yang 

dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara 

penuh sesuai dengan isi dalam kontrak tersebut. Kekuatan mengikat 

daripada perjanjian atau kontrak kepada setiap pihak dalam perjanjian 

sama dengan kekuatan mengikat daripada undang-undang, oleh karena 

itu apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak maka 

oleh hukurn disediakan ganti rugi atau pelaksanaan kontrak secara 

paksa. 

4. Asas itikad baik. Asas itikad baik lebih menekankan pada sikap atau 

perilaku daripada pihak-pihak yang akan membuat kesepakatan dalam 

suatu perjanjian atau kontrak. Hal ini penting karena banyak orang atau 

pihak-pihak tertentu yang membuat kesepakatan dengan orang atau 

pihak lain didasari dengan maksud yang tidak baik. 

Itikad baik ini terbagi kedalam tiga macam yaitu Pertama, itikad baik 

yang dilakukan sebelum pembuatan kontrak atau pra kontrak; Kedua, 

itikad baik dalam pembuatan kontrak, Ketiga, itikad baik pada saat 

pelaksanaan kontrak. 

Selain asas dalam perjanjian yang harus dipenuhi, ada hal lain yang 

sifatnya juga wajib untuk dipenuhi. Hal itu adalah syarat sahnya perjanjian. 

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 



Perdata pada Pasal 1320. dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan bahwa 

syarat sahnya perjanjian adalah sebagai beri l~ut :~~ 

1.  kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian; 

2. cakap bertindak h-, 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal 

dari syarat-syarat tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian atau 

kontrak dikatakan sah apabila disepakati oleh kedua pihak yang membuat 

perjanjian atau kontrak. Hal-ha1 yang dapat membuat perjanjian dibatalkan 

adalah apabila perjanjian terjadi karena adanya paksaan, penipuan atau 

penyalahgunaan keadaan. Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak, 

para pihak dalam perjanjian haruslah telah cakap bertindak hukum. Ukuran 

telah cakap bertindak hukurn ditandai dengan seseorang yang telah 

mencapai usia 21 tahun atau lebih atau telah menikah. 

Didalam pasal 1 3 3 0 KUH Perdata ditentukan orang yang tidak cakap 

membuat undang-undang ada la l~ :~~  Pertama, orang-orang yang belurn 

dewasa; Kedua, orang-orang yang berada dibawah pengarnpuan; Ketiga, 

orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang- 

undang. Yang dimaksud dengan perempuan dalam ha1 ditetapkan dengan 

undang-undang adalah misalnya perempuan yang telah menikah. 

Sedangkan suatu hal tertentu adalah bahwa perjanjian yang dibuat haruslah 

berdasarkan pada obyek tertentu. Kemudian untuk suatu sebab yang halal 

34 Lihat Pasal1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
35 Lihat Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



berarti segala sesuatu yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Di dalarn hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang biasa 

terjadi dalam kehidupan, maka mengenai kesepakatan ataupun terjadinya 

transaksi zipabila pihak konsumen di satu sisi telah memenuhi 

kewajibannya un&' memberikan biaya tertentu dan pihak pelaku usaha 

atau produsen menyerahkan barang yang disepakati. Berkaitan dengan 

hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha di bidang pengangkutan, 

maka diantara mereka terjadi kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang 

biasa dinarnakan dengan perjanjian pengangkutan. 

Dalam perjanjian pengangkutan, diantara pengangkut dengan 

konsumen membuat kesepakatan tentang pengangkutan diiana pengangkut 

akan mengantarkan barang ataupun orang sebagai penurnpang ke tempat 

tujuan dengan selamat. Pihak konsumen membeli tiket dan membayarkan 

sejumlah biaya yang diperlukan untuk biaya pengangkutan. Dalarn 

perjanjian pengangkutan sejak diserahkannya barang ataupun sejak 

penurnpang berada dalam moda transportmi, maka tanggung jawab 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengangkut. 

Namun, tidak selamanya pihak konsumen dapat menuntut ganti rugi 

kepada pengangkut dengan mudah. Hal ini dikarenakan bahwa justru hal 

yang menyulitkan konsumen menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian 

terhadap konsumen kepada pengangkut adalah asas dalam perjanjian itu 

sendiri. Salah satu mas yang menyulitkan konsumen untuk menuntut ganti 



rugi apabila terjadi kerugian kepada pelaku usaha adalah asas kebebasan 

berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas pokok 

dalam membuat perjanjian. Seperti telah dikatakan diatas bahwa dalam asas 

kebebasan berkontrak setiap pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak 

diberi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak atau 

perjanjian clan setiap pihak dalam membuat dibkri kebebasan untuk 

menentukan segala isi dalam perjanjian. 

Keberadaan asas ini &lam hubungan antara konsumen dengan pelaku 

usaha atau produsen justru dapat merugikan konsumen dalam hal di saat 

konsumen akan menuntut ganti rugi atas terjadinya kerugian saat 

menggunakan barang dan atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Ada 

tiga sebab yang menjelaskan kenapa asas kebebasan berkontrak ini justru 

akan lebih merugikan konsumen, antara lain? 

1. Pihak produsen dapat menggunakan kekuatannya untuk menerapkan 

kontrak-kontrak baku yang memuat ketentuan-ketentuan yang dapat 

menguntungkan pihak produsen atau pelaku usaha; 

2. produsen menghindari tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang tidak 

mempunyai hubungan kontraktual berdasarkan prinsip privity of 

contract; 

3. penerapan prinsip caveat emptor, dimana konsumen hams berhati-hati 

dalam melakukan transaksi dengan produsen, mengakibatkan pihak 

pengadilan atau lembaga legislatif menolak untuk melakukan intervensi 

terhadap pasar. 

36 Abdul Halim Barkatulah, op.cit., hlrn. 89 



Dari ketiga sebab itu, maka sekarang banyak bermunculan perjanjian- 

perjanjian baku yang dibuat, yang mana perjanjian itu hanya 

menguntungkan pihak produsen atau pelaku usaha, sehingga posisi 

daripada konsumen menjadi lemah clan tidak dapat berbuat banyak apabila 

mengalami kerugian dalam menggunakan barang atau jasa yang disediakan 
' 

oleh pelaku usaha. 

D. Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Sengketa yang terjadi dalam hukum perlindungan konsumen lebih 

banyak melibatkan antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini 

dikarenakan konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang dan 

jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, dimana biasanya posisi konsumen 

selalu berada dalam posisi yang lemah dihadapan pelaku usaha. 

Sengketa yang terjadi diantara konsumen dengan pelaku usaha, atau 

lebih sering disebut dengan sengketa konsumen bersumber pada dua ha1 

yaitu :37 

1 Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukurnnya sebagaimana 

diatur dalam undang-undang. Dalam ha1 ini, pelaku usaha mengabaikan 

ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha 

dan larangan-larangan yang dikenakan kepadanya dalam menjalankan 

usahanya. Sengketa seperti ini disebut dengan sengketa yang bersumber 

dari hukurn. 

37 Janus Sidabalok, op.cit., hlm. 143 



2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti, 

baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajibannya 

sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat di antara mereka. 

Sengketa seperti ini disebut dengan sengketa yang bersumber dari 

kontrak. 

Dalarn usahanya untuk memperoleh ganti kerugian atas penggunaan 

barang yang cacat atau mendapatkan layanan jasa yang tidak sesuai dengan 

yang diperjanjikan, maka konsumen dapat mengajukan gugatan ganti 

kerugian. Ada empat kelompok penggugat yang dapat menggugat atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu :38 

a. Konsumen yang dirugikan atau ahli waris dari konsumen yang 

bersangkutan; 

b. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama; 

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat; 

d. Pemerintah atau instansi terkait jika barang dan atau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang 

besar dan atau korban yang tidak sedikit. 

Penyelesaian sengketa konsumen ini diatur dalam Pasal 45 Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana 

dalarn pasal tersebut ditentukan bahwa penyelesaian sengketa konsumen 

dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan 

38 Happy Susanto, op. cit., hlm. 75 



pilihan sukarela para pihak yang ber~engketa.'~ Penyelesaian sengketa 

konsumen melalui jalur di luar pengadilan dilakukan dengan membawa 

perkara tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan bantuan BPSK dapat 

ditempuh dalam tiga yang mana diatur dalam Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/200 1. Ketiga 

upaya itu adalah :40 

1. Konsiliasi 

Dalam Pasal 1 angka 9 Kepmen tersebut menentukan bahwa konsiliasi 

adalah proses penyelesaian sengketa konsurnen di luar pengadilan 

dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang 

bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak. 

2. Mediasi 

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 menentukan bahwa mediasi adalah 

penyelesaian sengketa konsurnen di luar pengadilan dengan perantaraab 

BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan pada para 

pihak. 

3. Arbitrase 

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase didasarkan pada 

Pasal 1 angka 1 1, dimana dalam pasal tersebut menentukan bahwa 

arbitrase adalah penyelesaian sengketa konsurnen di luar pengadilan 

39 Lihat Pasal45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
40 Happy Susanto, op. cit., hlm. 78-79 



yang dalam ha1 ini para pihak yang bersengketa menyerahkan 

sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. 

Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase ini berbeda dengan kedua 

cara sebelumnya. Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui 

arbitrase, BPSK bertind* secara aktif untuk ikut menyelesaikan 

sengketa yang terjadi. Penyelesaiai dengan cara ini dilakukan apabila 

tidak didapatkannya kesepakatan diantara pihak yang bersengketa. 

Lebih dalam, sebenarnya dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen 

dibagi dalam dua bagian, antara lain : 

1. penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

a) Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri; 

b) Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang benvenang yaitu 

melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, 

mediasi, arbitrase. 

2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi. 

Mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga yang 

berwenang telah diketahui dengan penjelasan yang telah diberikan di atas. 

Selanjutnya, mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui 

pengadilan maka konsumen atau korban dapat menempuhnya melalui 

cara: 41 

41 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta 
Kemdala Implementasinya, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 126 



a. Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan melalui instrument 

hukum perdata dan dapat digunakan prosedur : 

1) Gugatan perdata konvensional; 

2) Gugatan perwakilanl gugatan kelompok (class action); 

3) Gugatankak gugat LSMJOr-Nop (Legal Standing); 
' 

- 
4) Gugatan oleh pemerintah dan aau instansi terkait. 

b. Penyelesaian sengketa konsumen secara pidana; 

c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui instrument hukum tata usaha 

negara, dan melalui mekanisme hukum hak rnenguji materiil. 

Jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen selambat-lambatnya 

diselesaikan dalam waktu 21 hari sejak permohonan diterima. Hal ini 

merupakan penyelesaian melalui media arbitrase. Apabila dikemudian hari 

kedua belah pihak yang bersengketa belum bisa menerima hasil keputusan, 

maka kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan 

negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak adanya pemberitahuan badan atau 

majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa. 

Selanjutnya, pengadilan negeri wajib menyelesaikan masalah tersebut 

dalam waktu 21 hari. Jika kemudian masih belum ditemukan kesepakatan, 

maka dapat dilanjutkan melalui pengajuan tuntutan kepada pengadilan 

tinggi selama 14 hari dari diterimannya putusan, dan kemudian 

penyelesaian oleh pengadilan tinggi selambat-lambatnya dalam jangka 

waktu 30 hari. 



Dalam menerapkan suatu peraturan atau perundang-undangan ke 

dalam masyarakat, pastilah diperlukan sebuah lembaga atau badan yang 

berfimgsi untuk mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan tersebut. Hal 

ini juga terdapat dalam masalah perlindungan konsumen. 

Dalam mengawasi masalah perlindungan terhadap konsumen, maka 

terdapat beberapa badan atau lembaga yang terkait. Di Indonesia setidaknya 

ada 3 badan baik itu yang dibentuk oleh pemerintah maupun badan atau 

lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1 999 tentang Perlindungan Konsumen memperkenalkan suatu 

lembaga atau badan yang mengum permasalahan yang berkaitan dengan 

perlindungan terhadap konsumen yang mana badan tersebut diberi narna 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Keberadaan badan ini 

dimaksudkan untuk mengemabangkan upaya perlindungan terhadap 

konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah-masalah 

perlindungan konsumen, mencari upaya-upaya atau alternatif-alternatif 

usaha untuk mempertinggi perlindungan hukurn terhadap k ~ n s u m e n . ~ ~  

Mengenai BPKN, hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana ditentukan 

dalam Pasal 33 bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

mempunyai tugas yaitu :43 

42 Janus Sidabalok, op. cit., hlm. 189 
43 Lihat Pasal33 huruf a sld g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

47 



a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam 

rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan 

konsumen; 

b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di bidang perindungan 

konsumen; 

c. Melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang 

menyangkut keselarnatan konsumen; 

d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat; 

e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengani 

perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap 

keberpihakan kepada konsumen; 

f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari 

masyarakat, lembaga perlindugan konsumen swadaya 

masyarakat, atau dari pelaku usaha; 

g. Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen. 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional beranggotalcan atau 

berformasikan sebagai berikut :44 

a. Satu orang sebagai ketua merangkap anggota; 

b. Satu orang sebagai wakil ketua merangkap anggota; 

c. Sekurang-kurangnya lima belas orang dan sebanyak-banyaknya d m  

puluh lima orang sebagai anggota. 

44 Janus Sidabalok, op. cit., hlrn. 19 1 



Dalam forrnasi ini, diharapkan anggota-anggota daripada Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional mewakili semua unsur dalarn 

masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar lembaga ini bisa lebih fleksibel 

dalam melayani kebutuhan konsumen atau masyarakat. 

Seluruh anggota dalam BPKN diangkat dan diberhentikan oleh 

presiden dengan meminh saran atau pendapat dari Dewan Perwakilan 

Rakyat, dengan masa kerja tiga tahun dan dapat diangkat kembali satu kali 

untuk masa kerja selanjutnya. 

Untuk membantu tugas daripada BPKN dalam mengawasi segala 

perrnasalahan tentang perlindungan konsumen, maka dalam Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

diperkenalkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diitentukan dalam Pasal 52 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

adalah :45 

a. Melaksanakan penanganan dan penyelasaian sengketa konsumen, 

dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 

d. Melaporkan kepada penyidik umum mengenai pelanggaran ketentuan 

dalam undang-undang; 

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
- - 

45 Lihat Pasal52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen; 

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; 

h. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

konsumen; 

i. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan undang-undang. 

Melihat kepada tugas dan wewenang BPSK di atas, maka diapat 

diketahui bahwa tugas BPSK lebih luas dibandingkan dengan BPKN. 

Selain kedua lembaga tersebut di atas, maka terdapat lembaga atau badan 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Di Indonesia, lembaga 

swadaya masyarakat di bidang perlindungan konsumen yang paling lama 

eksistensinya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). 

E. Pentingnya Pengaturan Perlindungan Terhadap Konsumen 

Masalah perlindungan terhadap konsumen merupakan persoalan yang 

telah lama dibicarakan. Konsumen dirnanapun berada selalu menjadi pihak 

yang dirugikan dihadapan konsumen dengan kata lain bahwa konsumen 

selama ini selalu dieksploitasi oleh produsen atau pelaku usaha. Selain itu, 

di Indonesia kebanyaka. konsumen belum sadar akan hak-haknya. Hal ini 



dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mendapakan keuntungan 

sebesar-sebesarnya dari kons~rnen.~~ 

Berdasarkan pengamatan, dirugikannya konsurnen selama ini selain 

dikarenakan kurang atau belum sadarnya konsumen akan hak-haknya juga 

disebabkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung menjadi negatif 

dalam usahanya untuk memenangkan persaingan dengan pesaingnya. 

Adanya tujuan itu, menyebabkan banyak pelaku usaha menggunakan 

berbagai cara untuk memenangi persaingan yang ketat tersebut. Hal ini 

dikarenakan dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha menggunakan 

prinsip ekonomi dimana tujuannya adalah untuk mencari keuntungan 

setinggi-tingginya melalui pengorbanan sekecil-ke~iln~a.~~ 

Ketatnya persaingan menyebabkan berubahnya perilaku pelaku usaha 

ke arah persaingan yang tidak sehat. Prasasto Sudyatmoko mengatakan 

bahwa setidaknya ada empat elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis 

menjadi tidak sehat, yaitu konglomerasi, kartel, insider trading, dan 

persaingan tidak sehatlcurang. Adanya empat elemen ini mengakibatkan 

para pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat seperti 

menaikkan harga, menurunkan mutu, dumping, dan memalsukan prod~k.48 

Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka diperlukan sebuah 

perlindungan hukurn terhadap hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi 

akibat praktek-praktek bisnis di atas. Perlindungan terhadap konsumen 

merupakan ha1 yang hams dilakukan berkaitan dengan Pasal 27 ayat 2 

46 Jmus Sidabalok, op.cit., hlm. 2 
47 Ibid, hlm. 3 
48 Ibid,hlrn. 2-3 



Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa tiap-tiap 

warga negara berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Kata penghidupan yang layak ini berarti bahwa untuk 

mencapai penghidupan yang layak dibutuhkan penyediaan barang dan jasa 

dalam jurnlah cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang 

terj a n g k a ~ . ~ ~  

Hal ini menjadi penting karena melindungi konsumen berarti 

melindungi seluruh orang, karena semua orang pada hakikatnya adalah 

konsumen. Janus Sidabalok mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 

empat alasan pokok untuk mengapa konsumen perlu dilindungi yaitu 

1. Melindungi konsumen sarna artinya dengan melindungi segenap bangsa 

sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional 

menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari 

dampak negatif dari penggunaan teknologi; 

3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang 

sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang 

berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional; 

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber daya 

pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. 

Dari empat alasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

49 Ibid, hlm. 1 
50 Ibid, h h .  6 



kepastian hukurn untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Lebih 

lanjut, maka dapat dikatakan bahwa hukurn perlindungan konsumen adalah 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan 

melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para 

penyedia barang dan atau jasa konsumen. 

Setichknya terdapat 6 tujuan yang ingin dicapai dari adanya 

perlindungan terhadap konsumen, antara lain :51 

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan clan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa; 

3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

6. meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjarnin 

kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Munir Fuady, op.cit., hlm. 228 



Sejarah gerakan perlindungan konsumen sendiri mulai muncul pada 

abad 19 yang mana ditandai dengan munculnya gerakan perlindungan 

konsumen dari Amerika Serikat. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 

memetakan setidaknya ada tiga fase dalam gerakan perlindungan 

kon~umen.'~ Fase pertarna terjadi pada tahun 1891. pada tahun ini, di New 

York terbentuk liga konsumen yang pert8;iha kali di dunia. Dilanjutkan 

pada tahun 1898 yang mana terbentuklah Liga Konsumen di tingkat 

nasional (The National Consumer League). Undang-undang perlindungan 

konsumen di Amerika Serikat muncul pada tahun 1906 dirnana ini 

mempengaruhi perkembangan berikutnya. 

Fase -kedua daripada perkembangan hukum perlindungan konsumen 

terjadi pada tahun 1914. pada tahun ini terbentuk kornisi dalam bidang 

perlindungan konsumen yaitu FTC (Federal trade commission). 

Perkembangan yang semakin pesat terjadi pada tahun 1960-an dirnana ini 

menjadi fase ketiga dari perkembangan perlindungan konsumen. Pada masa 

ini melahirkan suatu cabang hukum baru yaitu hukum konsumen. Di 

Indonesia sendiri, hukum perlindungan konsumen baru dibicarakan pada 

dekade 1970-an. Pada tahun ini di Indonesia terbentuk Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI). 

52 Happy Susanto, op.cit., hlm. 6 



BAB 111 

HUKUM PENGANGKUTAN 

A. Pengertian Pengangkutan 

Pengangkutan adalah salah satu bidang kegiatan yang vital dalam 

- 
kehidupan masyarakat. Pengangkutan sering diartikan sebagai perjanjian . 

timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dirnana pengangkut 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau 

orang dari satu tempat ke tempat lain atau tempat tujuan dengan selamat, 

sedangkan pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan.' 

Dari pengertian tentang pengangkutan di atas, maka kita dapat juga 

mengetahui h g s i  daripada pengangkutan adalah untuk memindahkan 

barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk 

meningkatkan daya guna dan nilai. 

Dengan melihat kepada pengertian tentang pengangkutan tersebut di 

atas, maka unsur-unsur pengangkutan adalah: 

a. Ada sesuatu yang diangkut; 

b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya; 

c. Ada tempat yang dapat dilalui alat a n g k ~ t . ~  

Adapun macam-macam moda pengangkutan dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Pengangkutan Darat 

I H.M.N.  Purwostjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia HukumPengangkutan, ctk. 
Ketiga, Djambatan, Jakarta, hlm. 2 

2 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, FH UII Press, 2006, Yogyakarta, hlm. 178 



1) Pengangkutan melalui jalan; 

2) Pengangkutan dengan kereta api. 

b. Pengangkutan Laut; 

c. Pengangkutan ~ d a r a . ~  

Selain i t - ,  melihat kepada pengertian pengangkutan di atas, maka kita 

juga dapa mengetahui unsur-unsur dalam dalam perjanjian pengangkutan. 

Unsur-unsur dalam perjanjian pengangkutan adalah Pertarna, pihak-pihak 

dalarn perjanjian pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Kedua, 

sifat perjanjian pengangkutan yang mana bersifat tirnbal balik antara 

pengangkut dengan pengirim, yang mana dalam ha1 ini baik itu pengangkut 

maupun pengirim mempunyai kewaj iban masing-masing. 

Dengan fimgsi pengangkutan yang dapat meningkatkan daya guna 

dan nilai, maka pengangkutan memegang peranan penting dalam suatu 

negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah hukurn yang mengatur tentang 

perjanjian pengangkutan dan segala ha1 yang terkait dengan pengangkutan. 

Pada intinya, pengangkutan adalah perpindahan tempat baik itu 

mengenai benda-benda maupun orang-orang. Hal ini mutlak diperlukan 

untuk mencapai meninggikan manfaat serta efisiensi. 

Arti penting pengangkutan dalam suatu negara sangat besar 

peranannya. Pentingnya pengangkutan berkaitan erat dengan kondisi 

geografis suatu negara. Dengan adanya sistem pengangkutan yang modem 

yang dijalankan secara mekanis akan memudahkan perpindahan orang dari 

satu daerah ke daerah lain. Khusus di Indonesia, keadaan geografis yang 



berupa banyaknya pulau baik itu pulau besar maupun pulau kecil sangat 

membutuhkan suatu sistem pengangkutan yang saling terkonek~i.~ 

Dengan adanya suatu sistem pengangkutan yang modern dan 

digerakkan secara mekanis, secara otomatis akan memperlancar arus 

manusia, barang, jasa, ke seluruh penjuru bagian suatu negara. Hal ini 

" dengan sendirinya akan menunjang pembangunan suatu negara. Beberapa 

contoh dapat diambil, yaitu pada sektor pariwisata, dengan adanya suatu 

sistem pengangkutan yang memadai, modem dan digerakkan secara 

mekanis memungkinkn para wisatawan untuk menjangkau berbagai tempat 

wisata di suatu negara yang mana ha1 ini akan mendorong pemasukan 

devisa bagi suatu negara. 

Di sektor lain, pengangkutan dapat menunjang berkembangnya sektor 

perdagangan suatu negara. Dengan adanya sistem pengangkutan yang baik 

akan memudahkan dan mempercepat penyebaran barang-barang kebutuhan. 

B. Pengertian Hukum Pengangkutan 

Hukum pengangkutan, berdasarkan pada KUH Perdata dan KUHD 

diartikan sebagai kaidah kaidah hukurn yang mengatur tentang hubungan- 

hubungan hukum yang terbit karena keperluan pernindahan barang-bamng 

dan atau orang-orang dari saru tempat ke tempat lain untuk memenuhi 

perikatan-perikatan yang lahir dan pe rj anjian-perj anj ian tertentu, termasuk 

Abdul Kadir Muhamad, Pengangkutan Darat, Laut, dun Udara, Citra Aditya Bakti, 199 1, Bandar 
Lampung, hlm. 1 



didalamnya perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan 

pengangkuanl ekspedisi.' 

Keberadaan daripada hukum pengangkutan ini sangat dibutuhkan 

dikarenakan pentingnya peranan pengangkutan dalam dunia perniagaan. 

Hal ini dikarenakan mengingat sarana ini sebagai angkutan dari proodusen 

ke agen atau grosir, sampai k e  konsumen ataupun sebagai angkutan yang 

digunakan orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini 

ditakutkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang ada dalarn perjanjian pengangkutan. 

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa hukurn pengangkutan adalah 

sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri 

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat 

tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya dalam hal ini pengiridpenerima 

ataupun penumpang berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya 

tertentu untuk pengangkutan ter~ebut.~ 

Hukum pengangkutan selalu berkaitan dengan perjanjian yang terjadi 

di dalarnnya. Perjanjian yang terkait tersebut sering dikenal dengan 

perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, antara 

pengangkut clan pengirim atau penumpang mencapai kesepakatan yang 

menimbulkan kewaj iban pada masing-masing pihak. Dalam perj an. ian 

pengangkutan, kedudukan semua pihak adalah sama tinggi. 

5 Sution Usman Aji, et.al., Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 5 
Ibid., hlm. 6-7 



Terdapat dua macam pengangkutan yang &pat dilakukan. Yaitu 

pengangkutan barang dan pengangkutan orang. Dari kedua jenis 

pengangkutan itu, terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat antara 

lain sebagai berikut: 

a. Dalam pengangkutan barang yang menjadi obyek adalah benda atau 

binatang, sedangkan dalam pengangkutan orang yang meiadi obyek 

adalah orang. 

b. Dalam hal pengangkutan barang, mulai pada saat diserahkannya barang 

tersebut oleh pengirim kepada pengangkut, maka penguasaan dan 

pengawasan atas benda-benda tersebut ada di tangan pengangkut. 

Sedangkan dalam hal pengangkuan orang, tidak terdapat penyerahan. 

Tugas pengangkut hanyalah membawa atau mengantarkan orang-orang 

atau penumpang tersebut sampai ke tempat tujuan dengan selamat.' 

Dalam hukum pengangkutan, batasan dan lingkup tanggung jawab 

pengangkut ditentukan oleh pasal-pasal dalam KUH Perdata. Diantaranya 

Pasal 1236 dan 1246, dimana Pasal 1236 menentukan pengangkut wajib 

memberi ganti rugi atas biaya, kerugian yang diderita dan bila tidak dapat 

merawat dan meyerahkan barang secara patut. Selain pasal-pasal tersebut 

diatas, maka luas tanggung jawab pengangkut juga dibatasi oleh Pasal 1247 

clan 1248 KUH Perdata, yaitu:8 

a. Kerugian tersebut adalah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak 

pada saat timbulnya perikatan; 

' H.M.N., F'urwosutjipto, op. cit., hlm. 15 
Lihat Pasall247 dan 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



b. Kerugian tersebut merupakan akibat yang langsung dari tidak 

terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan. 

C. Perjanjian Pengangkutan 

Perjanjian pengangkutan memiliki beberapa pengertian, diantaranya 

yang dirumuskan oleh Purwosutjipto dimana dikatakan bahwa perjanjian 

pengangkutan adalah perjanjian timbal balik dimana pengangkut 

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau 

orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, 

sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya 

pengangkutan.9 Dalam sebuah perjanjian terdapat pihak-pihak yang terlibat 

di dalarnnya yaitu subyek dan obyek hukurn yang berkaitan dengan 

perjanj ian pengangkutan. 

Subyek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. 

Sedangkan subyek hukurn pengangkutan adalah pendukung hak dan 

kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Para pihak dalam hukurn 

pengangkutan ini ada yang secara langsung terikat dalam perjanjian 

pengangkutan karena berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian, dan 

ada juga yang secara tidak langsung terikat dalam perjanjian karena bukan 

pihak dalam perjanjian, narnun bertindak atas nama atau untuk kepentingan 

pihak lain. 

Abdul Kadir Muhamad, op. cit., hlm. 20 



Subyek yang terikat secara langsung dalam perjanjian antara lain 

adalah: lo 

a. Pengangkut (Carrier) 

Pengangkut merniliki dua arti, yaitu pengangkut sebagai pihak 

penyelenggara pengangkutan dan pengangkut sebagai alat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. 

Melihat pada pengangkut pada arti yang pertama berarti masuk kedalam 

subyek hukurn pengangkutan, sedangkan pengangkut pada arti yang 

kedua berarti masuk ke dalam obyek hukum pengangkutan. 

Pengangkut tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang, kecuali dalam ha1 pengangkutan laut. Pengangkut 

adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat 

tertentu dengan selamat. Secara singkat pengangkut adalah pihak 

penyelenggara pengangkutan. 

Pengangkut dapat juga dikatakan sebagai perusahaan yang 

menyelenggarakan pengangkutan, yang mana berbentuk: 

a. Perusahaan persekutuan badan hukurn misalnya PT. Garuda 

Indonesia, PT. Bouraq Airlines; 

b. Perusahaan Umurn (Perum), misalnya Perum Darnri; 

c. PT Kereta Api (Persero) 

d. Perusahaan Persekutuan bukan badan hukum, misalnya CV. 

Titipan Kilat; 

'O Abdul Kadir Muhamad, op.cit., hlm. 33-35 



e. Perusahaan Perseorangan, misalnya Perusahaan Otobus. 

b. Pengirim (Consigner) 

Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya 

pengangkutan. Pengirim dalam bahasa Inggris disebut dengan 

consigner. 

Pengirim adaiah pemilik barang atau penjual, atau dapat juga sebagai 

majikan penumpang dalam pengangkutan serombongan penumpang 

(tenaga kerja, tim olahraga). 

c. Penumpang (Passanger) 

Penumpang dalam sebuah pengangkutan memiliki dua kedudukan, 

yaitu sebagai subyek karena penumpang adalah pihak dalam perjanjian 

pengangkutan dan sebagai obyek karena penumpang adalah muatan 

yang diangkut. 

Dalam sebuah pengangkutan dimana didalamnya terdapat sebuah 

perjanjian pengangkutan, syarat sahnya perjanjian dimana pihak yang 

membuat perjanjian haruslah telah dewasa seperti yang diatur dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah sering 

diabaikan dan ini telah menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat. 

Hal ini didukung dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa an&- 

anak dapat membuat perjanjian pengangkutan menurut kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat. Yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan 

adalah fungsi dan tujuan pengangkutan. 



Namun dalam perkembangannya, mengenai ha1 ini dianggap tidak 

menyingkirkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini 

dikarenakan pada hakekatnya anak-anak mengadakan perjanjian 

pengangkutan tersebut dengan persetujuan orang tuanya (wali). Jadi 

dalam hal ini orang tua anak-anak tersebut yang bertanggung jawab 

dalam pengangkutan tersebut sebagai pihak Gg mewakili anak-anak 

tersebut. 

Selain subyek hukum yang secara langsung terikat sebagai pihak 

dalam perjanjian pengangkutan diatas, terdapat beberapa subyek hukum 

yang secara tidak langsung karena bukan pihak dalam perjanjian tetapi 

bertindak atas nama atau kepentingan pihak ketiga. Subyek hukurn tersebut 

antara lain adalah: ' ' 
1. Ekspeditur, Biro Perjalanan 

2. Pengatur Muatan (Stevedore) 

3. Perusahaan Pergudangan (Warehousing) 

4. Penerima (Consignee) 

Obyek merniliki pengertian adalah segala sesuatu yang digunakan 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan obyek hukum adalah sesuatu yang 

digunakan untuk mencapai tujuan hukum. 

Dalam hukum pengangkutan, terdapat dua macam yaitu: 

1. Muatan Barang. 

Muatan barang lazim disebut dengan barang saja. Barang dalam ha1 

ini adalah barang yang sah menurut undang-undang. Barang dapat 

11 Abdul Kadu Muhamad, op. cit., hlm. 36-40 



dibedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut: Pertama, barang 

sandang, misalnya tekstil; Kedua, barang pangan, misal beras, gula, dll; 

Ketiga, barang perlengkapan, misalnya perlengkapan rumah tangga. 

Sedangkan dilihat berdasarkan pada jenis muatan, maka barang juga 

dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. General Cargo, yaitu berbagai jenis barang yang dibungkus dalam 

bentuk unit-unit kecil; 

b. Bulk Cargo, yaitu satu macam barang tidak dibungkus dimuat dalam 

jurnlah besar, dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau mobil 

tangki. Contoh: pengapalan 500.000 barel minyak men&, 

c. Homogenous cargo, yaitu satu macam barang, dibungkus, dimuat 

dalam jumlah besar. Misalnya, pengapalan 5000 zak semen. 

Dalam hal pengangkutan barang mempunyai sifat berbahaya, maka 

sifat berbahaya itu hams diberitahukan kepada pengangkut. Hal ini 

dikarenakan terhadap akibat kerugian yang ditimbulkan pengangkut tidak 

bertanggung jawab. Maka dari itu, sifat kehati-hatian dan ketelitian harus 

dikedepankan. 

2. Muatan Penumpang. 

Muatan penumpang lazim disebut dengan penumpang. Mengenai 

pengertian penumpang, hal ini tidak pernah di jelaskan secara rinci dalam 

sebuah undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 



Namun, dilihat dari segi perjanjian pengangkutan dimana penumpang 

sebagai obyek perjanjian, maka dapat diartikan bahwa penumpang adalah 

setiap orang yang berada dalam alat pengangkutan yang memiliki tiket 

penumpang, yang diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Penumpang mendapatkan harus mendapatkan pelayanan yang layak 

selama perjalanan tergantung pada jenis pengangkutan dan jarak 

pengangkutan. 

Dalam perjanjian pengangkutan terdapat empat asas yang harus 

dipenuhi yaitu:'2 

1. Asas Konsensual, yaitu asas dimana dalam asas ini bentuk perjanjian 

tidak harus secara tertulis, kesepakatan diantara kedua belah pihak telah 

cukup. Hal ini dikarenakan pada umumnya perjanjian pengangkutan 

lebih banyak dibuat secara lisan disertai dengan dokumen pengangutan. 

2. Asas Koordinasi, yaitu asas dimana mensyaratkan kedudukan atau 

posisi yang sejajar diantara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. 

Dengan adanya asas ini, maka hbubngan yang ditirnbulkan merupakan 

pelayanan jasa. Asas ini berlawanan dengan asas subordinasi yang 

terdapat dalam perjanjian antara buruh dengan majikan. 

3. Asas Campuran. Karena dalam perjanjian pengangkutan terdapat tiga 

jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada 

pengangkut, penyimpanan barang dari pengirim kepada pengangkut, 

clan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim 

l2 Abdul Kadir Muhamad, op. cit., hlm. 23-25 



kepada pengangkut maka dalam perjanjian pengangkutan berlaku 

ketentuan atau asas dari ketiga perjanjian tersebut. 

4. Asas Tidak Ada Hak Retensi, yaitu dalam perjanjian pengangkutan 

tidak berlaku hak retensi karena ditakutkan akan menyulitkan 

pengangkutan itu sendiri. 

- 

D. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan 

Dalam hukum pengangkutan, terdapat tiga macam prinsip 

pertanggung jawaban yang mana hal ini dikemukakan oleh Saefullah 

Wiradipradja. Ketiga prinsip pertanggung jawaban tersebut adalah: l3  

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan pada kesalahan adalah bahwa 

menurut prinsip ini, pengangkut yang melalcukan kesalahan dalam 

menyelenggarakan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti 

kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya.14 

Narnun hal ini tidaklah mudah, karena pihak yang menuntut ganti rugi 

harus dapat membuktikan kesalahan yang telah dilalcukan oleh pengangkut. 

Jadi, dalam ha1 ini beban pembuktian ada pada pihak yang d ig ikan  oleh 

pengangkut . 

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. 

Menurut kepada prinsip ini, maka setiap pengangkut dianggap akan 

selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari 

13 Abdul Kadi Muhamad, op. cit., hlrn. 27 ; Lihat Pula Pada Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 184- 193 
l4 Abdul Kadir Muhamad, op.cit., hlm. 27 



pengangkutan yang diselenggarakannya. Narnun, selama pengangkut dapat 

membuktikan bahwa dia tidak bersalah maka akan terbebas dari kewajiban 

membayar ganti kerugian. Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan 

praduga, beban pembuktian ada pada pihak pengangkut. Sedangkan pihak 

yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang dialarni karena 

diselenggarakannya pengangkutan oleh pihak pengangkut.15 

c. Prinsip tanggung jawab mutlak. 

Berdasarkan pada prinsip ini, pengangkut hams bertanggung jawab 

membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari 

pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa hams ada pembuktian ada 

tidaknya kesalahan pengangkut. Dalam prinsip tanggung jawab ini, 

pengangkut tidak dimungkinkan terbebas dari tanggung jawab untuk 

membayar ganti kerugian dengan alasan apaun yang menimbulkan erugian 

tersebut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan, 

unsur kesalahan dianggap tidak relevan l6 

Di Indonesia, prinsip tanggung jawab yang masih banyak dipakai 

hingga saat ini adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Hal 

ini banyak sekali ditemui di setiap undang-undang yang mengatur tentang 

pengangkutan. 

l5 Abdul Kadii Muhamad, op. cit., hlm. 28 
l6 Abdul Kadir Muhamad, 1oc.cit. 



E. Pengangkutan Dengan Kereta Api 

Kereta api tidak mempunyai definisi yang rinci baik itu dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang. Pengertian tentang kereta api hanya terdapat di dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam 

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dijelaskan bahwa 

kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan 

sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang 

akan ataupun sedang bergerak di jalan re1 yang terkait dengan perjalanan 

kereta aPi.l7 

Perkeretaapian Indonesia pertama kali hadir pada tahun 1864 tepatnya 

pada tanggal 17 Juni. Pada tanggal tersebut dilakukan pembangunan jalan 

kereta api pertama yang menghubungkan Desa Kemijen dengan Desa 

Tanggung. Pembangunan jalan kereta api ini diprakarsai oleh sebuah 

perusahaan asal Belanda yaitu Naamlooze Venootschap Nederlandsch 

Indische Spoonveg Maatschappij (NV-ISM). Jalan kereta yang dibangun 

sepanjang 25 Km tersebut pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 

10 Agustus 1867." 

Kemudian keberhasilan pembangunan jalan kereta ini, diikuti dengan 

pembangunan jalan kereta dari Semarang menuju Surakarta (Solo) 

sepanjang 1 10 Km yang dibangun pada tanggal 10 Februari 1870. Dengan 

keberhasilan pembangunan ini, maka mendorong rninta investor untuk 

l7 Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 
l8 hftp:Nwww.dardelayasamna.com/seiarah perkeretaauian indonesial28 Desember 2008 



mengembangkan transportasi kereta api tidak hanya di pulau jawa tetapi 

juga di daerah lain di luar jawa. Tercatat, sejak tahun 1864 - 1867 diiana 

panjang re1 kereta yang tadinya hanya 25 Km berkembang pesat dan 

sampai pada tahun 1939, panjang jalan kereta api yang berhasil dibangun 

mencapai 6.8 1 1 Km. Narnun, jumlah ini berkurang menjadi 5.9 10 Km pada 

tahun 1950 disaat Indonesia berada dalam penjajahan Jepang yang mana 

hal ini dikarenakan sejurnlah re1 dibongkar dan diangkut ke Burma untuk 

pembangunan jalan kereta serupa di ~ u r m a . ' ~  

Belanda sengaja memilih kota Semarang sebagai titik awal 

pembangunan perkeretaapian pada jaman penjajahan Belanda, Hal ini 

dikarenakan letak daripada kota semarang yang strategis. Pembangunan 

jalan kereta api yang pertama kali di Indonesia ini memakan waktu tiga 

tahun dua bulan. Yang mana pada akhirnya, perjalanan kereta api pertama 

di Indonesia dijalankan pada tanggal 10 agustus 1867. 

Pembangunan perkeretaapian di masa penjajahan Belanda merniliki 

beberapa tujuan yaitu: 

1.  Untuk kepentingan pemerintahan dan militer (pertahanan); 

2. Memperlancar pengangkutan komoditi hasil perkebunan dan eksploitasi 

pertarnbangan; 

3. Meningkatkan mobilitas orang dan barang dalam memacu pertumbuhan 

ekonomi; 

4. melibatkan partisipasi swasta melalui konsesi; 

l9 http:ll'www.wikipedia.org/seiarah verkeretaavian indonesiaJ28 Desember 2008 



5. terintergrasi dengan moda transportasi lain.20 

Dalam perkembangan perkeretaapian pada masa penjajahan Belanda, 

terdapat dua perusahaan yang mengoperasikan kereta api. Yang pertama 

adalah Staats Spoor (SS). Staats Spoor merupakan perusahaan kereta api 

negara yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia-Belanda pada 6 April 

1 875. Staats Spoor sengaj a dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda 

setelah melihat keberhasilan daripada NISM yang telah membangun 

perkeretaapian dan mengoperasikannya tanpa menghadapi kendala yang 

berarti. 

Perusahaan yang kedua yang mengoperasikan perkeretaapian adalah 

NISM. Seperti telah disebut diatas, NISM (Naamlooze Venootschap 

Nederlandsch Indische Spoonveg Maatschappij) adalah perusahaan yang 

merintis awal pembangunan perkeretaapian di tanah air. Setelah 

terbentuknya dua perusahaan pertama di sektor perkeretaapian tersebut, 

beberapa perusahaan swasta hadir untuk ikut mengoperasikan 

perkeretaapian di tanah air. Beberapa perusahaan dapat disebutkan sebagai 

berikut yaitu SCSM (Semarang Cheribon Spoorweg Maatschappij) yang 

melayani lintas Semarang-Cirebon. Perusahaan lainnya adalah SJSM 

(Semarang Juanda Stoorntram maatschappij) yang melayani jalur 

Semarang - Juanda (Jakarta), SDSM (Serajoe Dal Stoomtram 

20 SoemiflO Eko Saputro, Kebijakan Perkeretaapian Kemana Hendak Bergulir?, Gibon Group, 2007, 
Jakarta, hlm. 107 



Maatschappij) yang melayani jalur Banjar, Cilacap, Kroya, Purwokerto,dll 

serta masih banyak lagL2' 

Dari berbagai perusahaan tersebut menciptakan sebuah persaingan 

pasar yang sehat dalam bisnis perkeretaapian di tanah air pada masa 

penj aj ahan ~ e l h d a .  

Setelah proklam&i kemerdekaan Indonesia tanggal 1 7 Agustus 1954, 

sejumlah karyawan yang bernaung dibawah "AMKA" mengambil alih 

kekuasaan kereta dari pemerintahan Jepang dengan membentuk "DKARI" 

(Djawatan Kereta Api Republik Indonesia) pada tanggal 28 September 

1 9 4 P 2  

Pengangkutan kereta api di Indonesia d i l W a n  oleh sebuah 

perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah untuk diberikan wewenang 

dalam penyelenggaraan penangkutan kereta api yaitu PT Kereta Api 

(Persero). 

PT Kereta Api (Persero) sendiri telah mengalami beberapa kali 

perubahan bentuk. Bentuk pertama daripada PT Kereta Api (Persero) 

adalah DKARI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia) dimana ini 

merupakan bentuk badan yang didirikan oleh sejumlah karyawan yang 

sebelumnya bernaung dibawah AMKA (Angkatan Moeda Kereta Api) yang 

merebut kekuasaan dari pemerintahan Jepang pada tanggal 25 September 

21 Soemino Eko Saputro, op. cit., hlm. 130 
22 http://www.wikivedia.ordseiarah verkeretaavian indonesiaJ28 Desember 2008 



1945. Dengan bentuk baru ini, maka sepenuhnya ditangani oleh orang 

Indonesia tanpa ada lagi carnpur tangan orang ~ e ~ a n ~ ? ~  

Meskipun telah terbentuk DKART, tetapi tidak semua perusahaan 

kereta api telah bersatu. Setidaknya ada 11 perusahaan kereta api swasta di 

Jawa dan satu perusahaan swasta di Sumatera. setelah adanya pengakuan 

kedaulatan oleh Belanda tahun 1949, maka pada tahun 1950 tepatnya pada 

tanggal 1 Januari dilakukan penggabungan antara DKA dengan SS (Staats 

Spoorwegen) dan VS (Verenigde ~ ~ o o r w e ~ e n ) ? ~  

Setelah dilakukan penggabungan tersebut, kemudian diikuti dengan 

keluarnya beberapa peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah 

diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1958 tentang 

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang diikuti dengan 

keluarnya peraturan pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 maka 

s e l d  perusahaan kereta api milik Belanda dinasionalisasi, termasuk 

perusahaan kereta api Belanda yang berada di Sumatera yaitu DSM. 

Bentuk perusahaan kereta api ini kembali berubah pada tahun 1963 

dimana DKA berubah kedudukannya menjadi Perusahaan Nasional Kereta 

Api (PNKA). Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 1963, dimana peraturan pemerintah ini merupakan peraturan 

pelaksana daripada Undang-Undang Nomor 1 9/prp/1960. 

Perubahan terhadap PNKA kembali dilakukan dengan keluarnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1 97 1. Dengan keluarnya peraturan 

- - 

23 Sution Usman Adji, op.cit., hlm. 140 
24 h ~ : / / ~ r ~ ~ . d a r d e l a ~ a ~ a ~ u n a . ~ ~ m l s e i m h  ~erkeretaapian indonesid2 Januari 2009 



pemerintah ini, maka bentuk daripada PNKA berubah menjadi Perusahaan 

Jawatan Kereta Api (PJKA) pada tanggal 28 September 1972. Dikarenakan 

terus mengalami kerugian yang pada puncaknya pada tahun 1990 PJKA 

mengalami kerugian sebesar 32,716 Miliyar, maka berdasarkan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 pada tanggal 2 Januari 1991 

PJKA berubah bentuk menjadi Perumka (Perusahaan Umum Kereta ~ ~ i ) . ~ ~  

Dengan perubahan bentuk ini, Perumka pada tahun pertamanya dapat 

menekan kerugian menjadi 13,09 Miliyar. Selanjutnya kerugian ini dapat 

terus ditekan sampai pada tahun ketiga hanya menjadi 1,098 Miliyar yang 

pada puncaknya perusahaan kereta api ini mampu meraih keuntungan 

pertama kali sepanjang sejarah yaitu sebesar 13 juta pada tahun 1993. 

Selanjutnya dengan adanya proyek efisiensi perkeretaapian yang mana 

Indonesia mendapat bantuan dari Bank Dunia, maka berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tepatnya pada tanggal 3 Februari 1998 

pemerintah mengalihkan bentuk Perumka menjadi perusahaan perseroan 

(PT). Secara "de facto" perubahan bentuk menjadi PT ini dilakukan pada 

tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan pada akta notaris Nomor 2 Tahun 1999. 

PT Kereta Api (Persero) merniliki visi untuk mewujudkan kereta api 

sebagai pilihan utama jasa transportasi dengan fokus keselamatan dan 

pelayanan. Sedangkan misi daripada PT Kereta Api (Persero) adalah 

menyelenggarakan jasa transportasi sesuai dengan keinginan stakeholder 

dengan meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan 

yang semakin efisien. 



Tujuan daripada PT Kereta Api (Persero) sendiri adalah sebagai 

beriht:26 

a. Turut serta menunjang dan melaksanakan kebijakan pemerintah di 

bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di bidang 

transportasi; 

b. Mendukung penyediaan barang atau jasa di bidang perkeretaapianyang 

bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar domestik maupun di 

mancanegara; 

c. Meningkatkan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian, serta 

menyelenggarakan usaha penunjang di bidang prasarana dan sarana 

kereta api dan kemanfaatan umum dengan menerapkan p ~ s i p - p ~ s i p  

perseroan terbatas. 

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh PT Kereta Api (Persero) 

sebagai penyelenggara perkeretaapian di Indonesia ada dua yaitu secara 

halitatif maupun kuantitatif, yaitu:27 

a. Kuantitatif, secara bertahap dan terus menerus meningkatkan kineja 

pelayanan dan keuangan melalui berbagai strategi pertumbuhan, antara 

lain peningkatan produktifitas, efektivitas, dan efisiensi serta investasi 

secara selektif; 

b. Kualitatif, memproyeksikan pertumbuhan penumpang rata-rata 4,68% 

per tahun, sasaran kine rja dapat mengangkut 24 1,66 juta penumpang 

atau 22,192 milyar pnp - Krn, dan memproyeksikan pertumbuhan 

26 hthJ:llwww.kereta-avi.go.id/tuiuan perusahaanl28 Desember 2008 
27 hthJ://www.kereta-avi.~~o.idtuiuan sasaran verusahaanfl0 Agustus 2008 



angkutan barang rata-rata 4,29% per tahun, dengan sasaran kinerja 

dapat mengangkut 23,43 juta ton barang atau 6,341 miliyar ton - Km. 

Perubahan bentuk dari Penunka menjadi PT Kereta Api (Persero) ini 

merupakan bagian daripada proyek efisiensi perkeretaapian, dimana hal ini 

bertujuan untuk mengembangkan tingkat efisiensi dan kualitas pelayanan 

dalam angkutan jasa kereta api. Proses pengembangan tersebut ditempuh 

melalui kebij akan-kebij akan yaitu: 

a. Mempe rjelas peranan antara pemilik (owner), pengatur (regulator), dan 

pengelola (operator); 

b. Kebijaksanaan pentarifan dengan pemberian kompensasi pemerintah 

kepada PT Kereta Api Indonesia atas penyediaan kereta api non 

komersial, yang mana tarfirnya ditentukan oleh pemerintah; 

c. Peningkatan peran serta sektor swasta; 

d. Peningkatan sumber daya m a n ~ s i a . ~ ~  

Di Indonesia, perkeretaapian merupakan ha1 yang unik. Dikatakan 

unik karena PT Kereta Api (Persero) dapat dikatakan terlibat hampir dalam 

semua ha1 yang berkaitan dengan kereta api. PT Kereta Api (Persero) 

adalah lembaga yang merencanakan, mendesain, mengoperasikan dan 

merawat seluruh jaringan yang berkaitan dengan kereta api. 

Karakteristik daripada kereta api sebagai moda transportasi yang 

dapat mengangkut penumpang dalam jumlah yang besar, menjadikan kereta 

api dapat dikatakan sebagai moda transportasi favorit atau yang paling 

h~://www.dardelayasa~~a.com/sejarah perkeretaapian indonesid2 Januari 2009 



digemari oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi tidak hanya di 

Indonesia bahkan masyarakat dunia pun menggemari kereta api. 

Biaya yang sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan moda 

transportasi lain seperti pesawat terbang menjadi salah satu alasan mengapa 

masyarakat menggemari kereta api. Selain itu, dengan menggunakan kereta 

api, masyarakat dapat menuju ke tempat tu.&in dengan sangat mudah tanpa 

hams menghadapi kendala macet yang sering menjadi pernasalahan dalam 

menggunakan moda transportasi lain. Contoh yang dapat dijadikan 

relevansi adalah pada saat pelaksanaan kejwaan Piala Dunia di Jerman. 

Pada saat pelaksanaan Piala Dunia di Jerman, keberadaan kereta api 

menjadi sangat vital. Karena dengan kereta api, dapat mengantarkan 

penonton sepakbola menuju ke 12 stadion yang menyelenggarakan 

pertandingan sepakbola tanpa menghadapi kendala macet seperti yang 

sebelumnya ditakutkan oleh panitia pelaksana.29 

Tidak hanya di Jerman saja, bahkan di Jepang orang sekarang lebih 

berminat untuk menggunakan kereta api daripada harus membawa 

kendaraan pribadi. Terdapatnya kereta api super cepat "Shinkansen" 

membuat saat ini masyarakat Jepang tercatat sebagai masyarakat yang 

mempunyai ketergantungan tinggi pada kereta api (train minded). Seperti 

diketahui bahwa Shinkunsen adalah pioneer kereta api berkecepatan tinggi. 

Shinkansen mulai diluncurkan pada tahun 1964. dari saat itu hingga 

sekarang Shinkunsen menjadi favorit bagi masyarakat Jepang untuk 

29 Soemino Eko Saputro, Kebijakan Perkeretaapian Kemana Hendak Bergulir?, Gibon Group, 2007, 
Jakarta, hlm. 18-20 



berpergian karena Shinkansen ini dapat melaju hingga kecepatan 350 

~m/jam.~O 

Secara keseluruhan, saat ini di kota-kota besar di berbagai negara 

kereta api dapat dikatakan seperti telah menjadi urat nadi kehidupan. Di 

Indonesia juga dapat dilihat bahwa kereta api telah menjadi kendaraan 
-- 

favorit bagi sebagian masyarakat untuk berpergian, bahkan saat inipuri 

dengan besarnya minat masyarakat pada kereta api, di kota-kota besar di 

Indonesia khusunya di Jawa telah terbangun sebuah jaringan kereta api 

perkotaan. Jaringan kereta api perkotaan dibangun untuk mengatasi 

kemacetan yang hingga saat ini telah menjadi masalah utama di kota besar 

semacam Jakarta. Jaringan kereta api perkotaan pertarna yang dibangun 

adalah jaringan kereta api listrik JABOTABEK. KRL Jabotabek ini 

menghubungkan antara Jakarta dengan kota-kota penyangga Jakarta seperti 

Depok, Tanggerang, Bekasi, dan Bogor dirnana di kota-kota inilah sebagian 

masyarakat yang berkerja di Jakarta tinggal atau orang-orang ini biasa 

disebut dengan sebutan kaum k~muter.~' 

Hasil dari pengembangan jaringan kereta api ini dapat dilihat bahwa 

KRL Jabotabek selalu dipadati penumpang. Selain itu, saat ini KRL 

Jabotabek telah beroperasi hingga pukul 24.00 WIB untuk mengangkut 

para kaum komuter yang bekerja hingga malam. Keberhasilan jairngan 

kereta api Jabotabek ini telah mendorong kota besar lainnya untuk 

mengembangkan kereta api perkotaan layaknya Jabotabek. Salah satu yang 

30 Ibid., hlm. 35-36 
31 Ibid, hlm. 154-156 



dapat dilihat adalah di Yogyakarta, dimana saat ini di Yogyakarta telah 

tersedia sebuah jaringa kereta api perkotaan PRAMEKS yang 

menghubungkan Yogyakarta dengan kota di sekitarnya seperti Solo dan 

Kutuarjo. 

Besarnya minat masyarakat yang menjadikan kereta api sebagai moda 

transportasi favorit dapat dilihat pada saat hari raya Idul Fitri. Pada saat itu, 

sebagian besar masyarakat menggunakan kereta api untuk mengantar ke 

kampung halaman. 



BAB IV 

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA LAYANAN 

ANGKUTAN KERETA API 

A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Jasa Layanan 

Angkutan Kereta Api 

Perlindungan hukurn terhadap konsumen akan berbicara mengenai 

bagaimana pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi atau 

menyediakan barang atau jasa dapat melindungi dan menjamin kepentingan 

atau hak-hak konsumen sebagai pemakai atau user dari barang atau jasa 

yang disediakan oleh pelaku usaha. Ini dikarenakan posisi konsumen selalu 

dalam posisi yang lemah dan dirugikan atas kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha selama ini. 

Perlindungan hukum terhadap konsumen akan selalu berkaitan 

dengan perlindungan terhadap kepentingan yang diimplementasikan dalam 

hak-hak konsumen yang mana ini telah menjadi kewajiban pelaku usaha 

untuk melindunginya. Hak-hak dasar konsumen yang wajib untuk 

dilindungi ada empat macam jika mengacu kepada rumusan hak yang 

dikemukakan oleh John F. Kennedy, yaitu sebagai berikut: 

1. Hak untuk memperoleh keamanan; 

2. Hak untuk mernilih; 

3. Hak memdapatkan informasi; 

1 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Medan, 2006, 
hlm. 38 



4. Hak untuk didengar. 

Sementara itu, Masyarakat Ekonomi Eropa juga menetapkan hak-hak 

dasar konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan yaitu: 

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan; 

2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi; 

3. Hak untuk mendapatkan &inti kerugian; 

4. Hak untuk didengar. 

Berdasarkan pada kedua konsep hak dasar konsumen tersebut, maka 

rumusan hak konsumen terdapat dalam Pasal4 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Penggunaan barang atau jasa pasti menirnbulkan suatu kemungkinan 

untuk terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen, tidak terkecuali 

pada jasa angkutan kereta api. Kerugian-kerugian ini timbul sebagai akibat 

dari terabaikannya atau dilanggarnya hak atau kepentingan konsumen 

dalam menggunakan jasa angkutan kereta api sebagai akibat dari suatu 

penyelenggaraan perkeretaapian yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa data tentang kecelakaan kereta api sebagai berikut yaitu sepanjang 

tahun 1997 sampai dengan 2002 terjadi hampir sebanyak 721 kecelakaan, 

yang mana ini jika di rata-rata, maka per hari terjadi tiga kali kecelakan 

kereta api.3 

Data lain menyebutkan bahwa pada tahun 2006 terjadi sebanyak 107 

kali kecelakaan dan pada tahun 2007 terjadi sebanyak 116 kali kecelakaan. 

Ibid 
3 Kornpas, Kehancuran Bisnis Kereta Tinggal Tunggu Waktu, 19 Juli 2002 



Dari jumlah tersebut, sebanyak 80% kecelakaan disebabkan oleh kesalahan 

manusia (human e r ~ r ) . ~  Sementara data lain menyebutkan bahwa sebanyak 

90% kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2007 

disebabkan karena kereta terguling atau keluar j a~ur .~  

Fakta-fakta ini tentu saja mengakibatkan 'seringnya hak-hak 

konsumen dalam menggunakan jasa angkutan kereta api terabaikan atau 

dilanggar, yang dapat dilihat dari m e n u m y a  tingkat keselamatan dan 

keamanan konsumen dalam menggunakan jasa angkutan kereta api. 

Berdasarkan pada fakta ini tentu saja diperlukan sebuah tindakan dari PT 

Kereta Api (Persero) untuk memberikan perlindungan hukum bagi 

konsumen. 

Suatu konsep perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya 

berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, tetapi juga 

berhubungan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan 

perlindungan hukurn kepada konsumen atas kerugian yang dialami yaitu 

upaya preventif dan represif . Upaya preventif sering diartikan sebagai 

upaya pencegahan atau dapat juga diartikan sebagai langkah awal dalam 

menanggulangi suatu pernasalahan. Sementara upaya represif memiliki 

pengertian tindakan nyata yang dilakukan apabila upaya preventif yang 

dilakukan gagal. Kedua upaya ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung 

jawaban atau sebagai bentuk pemberian kompensasi atas kerugian yang 

telah dialami oleh konsumen dalam menggunakan jasa angkutan kereta api. 

4 Kompas, Serifikasi Kecakapan Tunggu Apa Lagi?, 10 November 2008 
5 Siti Khoirun Nikmah & Valentina Sri Wijaya, Kereta Apiku Sayang Kereta Apiku Malang, Proyek 

Efisiensi Perkeretaapian, INFID, 2008, hlm. 10 



Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) 

sebagai pelaku usaha dalam melindungi hak-hak konsumen adalah dengan 

pemberian asuransi. Pemberian asuransi dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja 

dan PT Jasa Raharja Putera sebagai bagian daripada pe rjanjian dengan PT 

Kereta Api (Persero) selaku pelaku usaha dalam penyediaan jasa angkutan 

kereta api.6 Pemberian asuransi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 167 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di mana 

ditentukan dalam pasal tersebut bahwa7 

1. Penyelenggara sarana perkeretaapian waj ib untuk mengasuransikan 

tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa sebagaimana dirnaksud 

dalam Pasal157 dan Pasal158; 

2. Besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai 

ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita 

kerugian akibat pengoperasian kereta api. 

Ketentuan tersebut di atas, dapat dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian bagi para penumpang bahwa PT Kereta Api (Persero) sebagai 

pelaku usaha akan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami 

oleh konsumen dalam menggunakan jasa angkutan kereta api? Pemberian 

asuransi sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh konsumen ini 

juga dimaksudkan sebagai peralihan risiko dari PT Kereta Api (Persero). 

Dengan pemberian asuransi ini, maka secara ekonornis PT Kereta Api 

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Santoso, S.H pada tanggal 9 Februari 2009 
7 Lihat Pasal 167 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi 
Deposito Usaha Perasuransian, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 7 



(Persero) sebagai pelaku usaha tidak menderita kerugian yang terlalu besar 

karena kerugian tersebut telah didistribusikan kepada masyarakat luas 

termasuk kepada konsumen pengguna jasa angkutan kereta api dalam 

bentuk biaya operasi perusahaan yang dibayarkan oleh penumpang sebagai 

bagian dari perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha. 

Selain itu, pemberian asuransi ini juga didasarkan pada ketentuan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan penurnpang? Namun, peneliti menilai bahwa pemberian 

asuransi sebagai pembayaran kompensasi atas kerugian yang dialami oleh 

konsumen dianggap masih belum menggambarkan suatu bentuk 

pertanggung jawaban dari PT Kereta Api (Persero) sebagai pelaku usaha 

untuk memberikan perlindungan hukurn kepada konsumen. 

Penggunaan suatu barang atau jasa khususnya dikaitkan dengan jasa 

angkutan kereta api, maka kerugian yang tirnbul bukan hanya kerugian 

materiil semata. Konsumen juga berpeluang untuk mengalami kerugian 

immateriil. Untuk itu, maka peneliti menilai bahwa PT Kereta Api 

(Persero) juga perlu memberikan kompensasi sebagai bentuk pertanggung 

jawaban langsung pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen 

dalarn menggunakan jasa angkutan kereta api. Peneliti menyayangkan 

bahwa untuk ha1 ini, Bapak Edi Santoso, S.H mengatakan bahwa selama ini 

memang tidak ada peraturan formal pengangkutan kereta api yang 

mengatur mengenai hak-hak atas kerugian immateriil yang dialami oleh 

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Santoso, S.H pada tanggal 9 Februari 2009 



k~nsumen.'~ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa selama ini tidak ada 

suatu bentuk tanggung jawab moral yang dilakukan oleh PT Kereta Api 

(Persero) sebagai pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen. 

Seringkali PT Kereta Api (Persero) mencampuradukkan pemberian 

asuransi dengan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab. 

Peneliti shgat menyayangkan akan hal tersebut di atas, karena dalam 

hukurn perlindungan konsumen, konsurnen dimungkinkan untuk 

mengajukan ganti kerugian atas kerugian immateriil yang dialami. Hal ini 

diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, di mana diatur dalam ketentuan pasal tersebut 

bahwa ganti rugi yang dapat dituntut adalah" 

1. pengembalian uang; 

2. penggantian barang yang hilang atau pengembalian barang yang setara 

nilainya dengan barang yang hilang; 

3. perawatan kesehatan; 

4. pemberian santunan oleh pelaku usaha. 

Selain itu, walaupun pemberian asuransi sebagai kompensasi atas 

kerugian yang dialami oleh konsumen didasarkan pada ketentuan Undang- 

Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penurnpang, namun ddam Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana 

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penurnpang ditentukan bahwa 

lo Ibid 
l1 Lihat Pasall9 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak mengurangi tanggung 

jawab dari pihak pengangkut atau pihak lain yang dapat dipersalahkan 

menurut hulcum pidana, hukurn perdata atau pe rj anjian-perjanj ian 

internasional yang bersangkutan dengan kecelakaan yang te rjadi.12 Melihat 

pada ketentuan tersebut, maka jelas bahwa PT Kereta Api (Persero) sebagai 

pelaku usaha tetap hams memberikan kompensasi atas kerugian yang 

dialarni oleh konsumen, selain tentu saja santunan asuransi. 

Berdasarkan pada ha1 tersebut di atas, maka peneliti melihat bahwa 

dalam ha1 ini, hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan memberikan 

perlindungan hukum yang lebih luas kepada konsumen jika dibandingkan 

dengan perlindungan hukurn yang diberikan dalam hukum pengangkutan 

dalam ha1 ini pengangkutan dengan kereta api. 

Selain upaya preventif yang dapat dilakukan untuk memberikan 

perlindungan hulcum kepada konsumen, terdapat pula upaya represif yang 

dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen. Upaya represif 

ini muncul dari inisiatif pihak konsumen sebagai pihak yang menjadi 

korban karena kerugian yang dialami. Upaya represif ini dilakukan dengan 

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku usaha melalui proses 

peradilan. Konsumen dapat melakukan gugatan atas kerugian yang dialami 

melalui mekanisme gugatan class action. Hal ini didasarkan pada ketentuan 

pada Pasal46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, dirnana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa pihak yang 

dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha adalah: 

l2 Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 1 14/PDT.G/2002/PN. Jkt.Pst 



1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 

2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 

3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran 

dasamya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya 

organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen 

dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasamya; 

4. pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang 

dikonsumsi atas di manfaatkan mengakibatkan kerugian materiil yang 

besar dan atau korban yang tidak sedikit.13 

Salah satu contoh gugatan yang pernah dilakukan adalah pengajuan 

gugatan class action korban kecelakaan kereta api di Desa Ketanggungan 

Barat, Brebes. Gugatan diajukan untuk menuntut pembayaran kompensasi 

atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kecelakaan antara sesarna 

kereta api yang mengakibatkan 31 konsumen meninggal dunia, 5 orang 

konsumen masuk ruang ICU, 44 orang menjalani rawat hap, 20 orang 

menjalani rawat jalan dan konsumen yang selamat mengalami 

keterlambatan kedatangan hampir 10 jam. 

Dari peristiwa itu, gugatan diajukan oleh sekelompok konsumen 

dengan dasar hukum bahwa PT Kereta Api (Persero) telah melakukan 

perbuatan melawan hukurn. Berdasarkan pada gugatan tersebut, putusan 

pengadilan rnenyatakan bahwa PT Kereta Api (Persero) sebagai pelaku 

usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar bahwa PT 

13 Lihat Pasal46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



Kereta Api (Persero) telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

dalam Pasal4 huruf a, c, d, e, dan h Jo. Pasal7 huruf by d, f, dan g. Dimana 

dalam ketentuan Pasal4 huruf a, c, d, e, dan h disebutkan bahwa konsurnen 

mempunyai hak sebagai berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan 

barang atau jasa; 

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi dan jaminan 

barang atau jasa; 

3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanyya atas barang atau jasa 

yang digunakan; 

4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaia 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

5. Hak untuk mendapatkan ganti atau pengembalian apabila barang atau 

jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya.14 

Sementara dalam Pasal 7 huruf by d, f, dan g ditentukan bahwa 

kewaj iban pelaku usaha adalah: 

1. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

2. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa 

yang berlaku; 

l4 Lihat Pasal4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



3. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang atau jasa yang 

diperdagangkan; 

4. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang 

atau jasa yang diterirna atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

- perjanjian.15 

Selain melakukan pelanggaran pada ketentuan pasal di atas, PT 

Kereta Api (Persero) juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan 

hukum dengan melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 1963, dirnana PT Kereta Api (Persero) melakukan pelanggaran 

dengan tidak menempatkan satu gerbong kosong di belakang lokomotif 

dalam kedua rangkaian kereta api yang mengalami kecelakaan sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 1963. Selain itu, PT Kereta Api (Persero) juga dianggap 

mengabaikan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam bentuk 

memberhentikan dua kereta api sekaligus dalam satu stasiun yang hanya 

memiliki tiga spoor yang mana ha1 ini menurut kepada manajemen lalu 

lintas perkeretaapian yang baik berbahaya dan berpotensi menimbulkan 

kecelakaan.16 

Berdasarkan pada putusan tersebut, maka PT Kereta Api (Persero) 

dihukum membayar ganti rugi berupa: 

1. Biaya penguburan; 

15 Lihat Pasal7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
l6 Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 1 14/PDT.G/2002/PN.Jkt.Pst 



2. Santunan kematian; 

3. Biaya antar jenasah, 

4. Biaya perjalanan pulang kembali ke stasiun asal atau stasiun tujuan; 

5. Penggantian barang atau surat yang hilang, bagi korban yang merniliki 

surat tanda titipan atau hgkutan barang atau surat bagasi.17 

Mengenai ha1 ini, Bapak ~udaryatmo, S.H dari YLKI yang juga 

selaku kuasa hukum penggugat mengatakan bahwa seharusnya untuk 

mendapatkan hak-hak tersebut konsumen tidak perlu mengajukan gugatan 

ke pengadilan, karena sebagai pelaku usaha PT Kereta Api (Persero) wajib 

untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.18 

Pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Sudaryatmo, S.H ini sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalarn Pasal 19 ayat (I) di mana 

ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 

atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.'9 

B. Solusi dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Jasa 

Angkutan Kereta Api 

Penyelenggaraan jasa angkutan kereta api ternyata belum 

mengindikasikan terdapatnya sebuah perlindungan hukum kepada 

konsumen yang baik. Ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran terhadap 

hak-hak konsumen yang dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) sebagai 

l7 Ibid 
18 Hasil wawancara dengan Bapak Sudaryatmo, S.H pada tanggal 16 Januari 2009 
l9 Lihat Pasal19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



pelaku usaha, yang mana dapat berakibat pada munculnya kerugian yang 

dialami oleh konsumen dalarn menggunakan jasa angkutan kereta api. 

Penanggulangan kerugian ini pun dirasakan masih sangat kurang 

sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. 

Pemberian asuransi sebagai bentuk kompensasi atas kerugiin yang dialami 

oleh konsumen juga dianggap mengindikasikan belum adanya perl~l;hungan 

hukum yang maksimal kepada konsumen. Adanya indikasi tersebut 

dikarenakan pemberian asuransi ini sebagai peralihan risiko yang diambil 

dari biaya operasi kereta api, yang mana biaya inilah yang ditanggung oleh 

konsumen dalam membeli tiket kereta api. Sementara itu, upaya-upaya 

represif yang dilakukan pun dilihat peneliti sangat tidak optimal. Kurang 

baiknya sistem perlindungan hukum terhadap konsumen kereta api 

disebabkan juga rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya yang 

dilanggar. 

Berdasarkan pada ha1 di atas, maka diperlukan sebuah perbaikan yang 

harus dilakukan agar tercipta suatu sistem perlindungan konsumen yang 

baik. Perbaikan dan perubahan ini mencakup kepada tiga aspek yang 

berkaitan dengan pengangkutan kereta api. ketiga aspek itu adalah: 

1. Aspek Penyelenggaraan Perkeretaapian 

Selama ini, penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia 

khususnya dalam penyelenggaraan sarana kereta api dilaksanakan oleh 

satu perusahaan yaitu PT Kereta Api (Persero). Keberadaan PT Kereta 

Api (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan menyebabkan terjadinya 



suatu monopolistik perkeretaapian yang mana dapat menyebabkan 

suatu inefisiensi yang tidak terbatas serta p e n m a n  tingkat 

keselamatan dan kualitas pelayanan pada konsumen?' P e n m a n  baik 

itu tingkat keselamatan maupun kualitas pelayanan ini diakibatkan 

p e n m a n  kinerja daripada PT kereta Api (Persero) sebagai pelaku 

usaha. 

Dengan kondisi ini, tentu saja menjadikan konsumen menjadi 

korban karena hak-haknya selalu terabaikan selama menggunakan jasa 

angkutan kereta api. Maka dari itu, perlu adanya perubahan dalam 

sistem penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia agar dapat 

mendukung dan menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen 

yang baik. Perubahan yang nyata untuk dilakukan adalah dengan 

merubah paradigma dari monopolistik menuju kepada multi operator 

sarana perkeretaapian. Perubahan ini dirasakan perlu untuk dilakukan 

karena monopolistik perkeretaapian telah lama ditinggalkan di berbagai 

negara. Dengan merubah orientasi menjadi core compentence dan 

public services. Diharapkan dengan perubahan menuju kepada multi 

operator, maka penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia dapat 

lebih mengutarnakan kepentingan dan hak-hak konsumen melalui 

peningkatan pelayanan dan tingkat keselamatan konsumen dalam 

menggunakan jasa angkutan kereta api.21 

- -  

20 Soemino Eko Saputro, op.cit., hlm. 308-309 
'' Zbid 



Perubahan selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan 

perkeretaapian adalah menyangkut pada kualitas sumber daya manusia. 

P e n m a n  tingkat keselamatan dan pelayanan yang terjadi dalarn jasa 

angkutan kereta api diakibatkan oleh banyaknya fiekuensi kecelakaan 

kereta api akhir-akhir ini. Sebuah data yang menyebutkan bahwa 80% 

dari kecelakaan kereta api disebabkan karena human error. Besarnya 

prosentase ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia 

yang ada dalam PT Kereta Api (Persero) dapat dikatakan sangat rendah. 

Maka dari itu diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia agar 

selalu dapat menciptakan pelayanan yang memuaskan serta menjamin 

tingkat keselamatan yang tinggi kepada konsumen sehingga dapat 

mewujudkan kereta api sebagai moda transportasi yang zero accident. 

Vitalnya eksistensi sumber daya manusia yang mumpuni sangat 

dibutuhkan untuk melakukan perbaikan dan perubahan pada 

penyelenggaraan perkeretaapian. Semua hal ini ditujukan agar tingkat 

keselamatan dan kualitas pelayanan kepada konsumen dapat dilakukan 

secara optimal sehingga hak dan kepentingan konsumen senantiasa 

dapat terlindungi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dilakukan 

dengan cara memberikan arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, 

sertifikasi kelayakan yang baru-baru ini gencar dilakukan oleh PT 

Kereta Api ( ~ e r s e r o ) . ~ ~  

Selain pada kualitas sumber daya manusia, perbaikan juga perlu 

dilakukan dalarn hal pengawasan. Banyaknya fiekuensi kecelakaan 



yang terjadi dengan kereta api yang mana hal ini mengakibatkan tingkat 

keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan kereta api menurun 

sedikit banyak diakibatkan karena tingkat pengawasan yang dilakukan 

terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian sangat rendah. Rendahnya 

tingkat pengawasan ini dapat dicontohkan pada kelaikan sarana dan 

prasarana keretaapi dalam hal ini gerbong. Penerapan sistem rekondisi 

atau retroJit gerbong yang bertujuan untuk membuat baru gerbong 

kereta yang telah berumur lebih dari 25 tahun harus di tinjau ulang. 

Dengan sistem pengawasan yang buruk dan rendah serta penerapan 

sistem rekondisi ini, mengakibatkan gerbong kereta api yang telah 

berumur lebih dari 40 tahun masih diperbolehkan untuk dijalanI~an.~~ 

Keberadaan sarana perkeretaapian yang sudah tidak laik ini tenu saja 

mengancam tingkat keselamatan konsumen kereta api. Selain itu, perlu 

ditentukan usia maksimal sarana kereta api seperti yang dilakukan di 

negara-negara maju seperti Jepang dan negara-negara Eropa. Dimana 

umur ekonornis kereta guna menjamin keselamatan penumpang adalah 

5 sampai dengan 10 t a h ~ n . ~ ~  

Profesionalisme dalam pengawasan sarana dan prasarana 

perkeretaapian diperlukan agar dapat menunjang kegemaran masyarakat 

Indonesia dalam menggunakan jasa angkutan kereta api sehingga 

konsumen dalam menggunakan jasa angkutan kereta api dapat 

23 httD://www.bi~ni~.co.id~menaukur tingkat zero accident dari kacarnata konsumen, 20 Februari 
2009 

24 Ibid 



merasakan keamanan, kenyamanan serta selalu terjamin 

keselamatannya. 

Untuk menciptakan suatu penyelenggaraan perkeretaapian yang 

zero accident serta penyelenggaraan perkeretaapian yang selalu 

melindungi hak dan kepentingan konsumen melalui tingkat pelayanan 

dan keselamatan yang terus meningkat, maka diperlukan suatu sistem 

penyelenggaraan yang mendukung seperti kualitas surnber daya 

manusia unggulan dan pengawasan yang ketat terhadap sarana dan 

prasarana perkeretaapian. 

2. Aspek Regulasi dan Kebijakan yang Menunjang Sistem 
Perlindungan Konsumen Pada Jasa Angkutan Kereta Api 

Penyelenggaraan perkeretaapian yang baik yang mana selalu 

melindungi hak dan kepentingan konsumen hams didukung juga 

dengan regulasi dan kebijakan yang menunjang. Karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa seluruh master plan perbaikan penyelenggaraan 

perkeretaapian tidak akan be rjalan tanpa adanya regulasi atau kebijakan 

dari pemerintah yang menunj ang hal ini. 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian yang mana undang-undang ini menggantikan Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 1992 dirasakan sangat sejalan dengan 

perbaikan yang sedang dilakukandalam penyelenggaraan 

perkeretaapian di Indonesia. Beberapa perubahan pengaturan yang 

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 



mengindikasikan dukungan pemerintah untuk ikut memperbaiki 

penyelenggaraan perkeretaapian yang dapat dikatakan menurun 

sehingga mengakibatkan konsumen selalu menjadi korban dari ha1 ini. 

Beberapa penambahan pasal-pasal yang diterapkan dalam undang- 

undang ini diharapkan akan mampu mengakomodasi aspirasi 

masyarakat Indonesia yang sebagian besar gemar menggunakan jasa 

angkutan kereta api. Adanya pengaturan tentang pembukaan bisnis 

kereta api yang memberikan peluang kepada swasta maupun 

perusahaan daerah dirasakan sangat mendukung master plan yang telah 

disusun untuk memperbaiki penyelenggaraan perkeretaapian menuju ke 

arah yang lebih positif yang tentunya akan melindungi hak dan 

kepentingan daripada konsumen. Pengaturan tentang standarisasi 

kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian diperlukan untuk 

menekan tingkat kecelakaan yang telah sering terjadi akhit-akhir 

Namun, walaupun pemberlakuan undang-undang ini secara 

keseluruhan telah mendukung clan menunjang perubahan dan perbaikan 

pada penyelenggaraan jasa angkutan kereta api, tetap terdapat 

kekurangan yang masih memerlukan perubahan. Satu diantaranya 

adalah bahwa baik itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 

maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 prinsip 

pertanggung jawaban yang dipakai masih prinsip tanggung jawab 

berdasarkan kesalahan. Dengan mendasarkan pertanggung jawabannya 

pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan maka akan menyulitkan 

25 Zbid., hlm. 309 



konsumen dalam mengajukan claim ganti kerugian atas kerugian yang 

dialami saat menggunakan jasa angkutan kereta api.26 

Hal ini tentu saja kurang sesuai dengan tujuan diterapkannya 

prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dalam hukum 

perlindungan konsumen yang mana alasan diterapkannya tanggung 

jawab mutlak pelaku usaha a ~ l a l a h : ~ ~  

1. Di antara korbanlkonsumen di satu pihak dan pelaku usaha di pihak 

lain, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang 

memproduksi atau menyediakan barang atau jasa tersebut di 

pasaran; 

2. Dengan menempatkan atau mengedarkan barang atau jasa di 

pasaran berarti pelaku usaha menjarnin bahwa barang atau jasa 

tersebut layak dan pantas untuk dipergunakan. Dan apabila tidak 

demikian maka pelaku usaha harus bertanggung jawab. 

Dengan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha 

maka apapun kerugian yang dialarni oleh konsumen kereta api dalam 

menggunakan jasa angkutan kereta api akan menjadi kewajiban PT 

Kereta Api (Persero) untuk bertanggung jawab. Penggunaan prinsip 

tanggung jawab mutlak ini juga akan memudahkan konsumen yang 

mengalami kerugian untuk mengajukan ganti kerugian. 

Selain itu, perlunya suatu kebijakan yang mengatur mengenai hak- 

hak konsumen atas kerugian irnrnateriil yang dialami dalarn 

26 Hasil wawancara dengan Bapak Sudaryatmo, S.H pada tanggal 16 Januari 2009 
27 Erman Rajagukuguk., et.al., Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlrn. 

54; Lihat pula Adrian Sutedi, op,cit., hlm. 68 



menggunakan jasa angkutan kereta api. Hal ini dikarenakan selama ini, 

mengenai hak-hak ini belum diatur sama sekali dalam peraturan yang 

formal baik itu dalam peraturan perundang-perundangan tentang 

pengangkutan kereta api maupun dalam kebijakan-kebijakan lain yang 

berkaitan dengan pengangkutan kereta api seperti yang dikemukakan 

oleh Bapak Edi Santoso, S.H dari pihak PT Kereta Api (Persero) 

Daerah Operasi 6 Yogyakarta selaku wakil dari pelaku ~ a s a h a . ~ ~  

Hal ini penting karena menurut Bapak Edi Santoso, S.H 

pemberian hak apabila konsumen kereta api mengalami kerugian hanya 

berasal dari pemberian asuransi yang dilaksanakan oleh PT Jasa 

Raharja dan PT Jasa Raharja Putera. Pemberian asuransi yang dianggap 

sebagai hak konsumen ini seolah-olah mengalihkan tanggung jawab PT 

Kereta Api (Persero) untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang 

dialami oleh konsumen akibat menggunakan jasa angkutan kereta api. 

Pentingnya pengaturan yang jelas mengenai hak-ha. apa saja yang 

diberikan kepada konsumen apabila mengalami kerugian ini agar PT 

Kereta Api (Persero) sebagai pelaku usaha dapat mempertanggung 

jawabkan kerugian yang dialarni oleh konsumen kereta apL2' 

3. Aspek Konsumen 

Konsumen termasuk bagian dari sistem penyelenggaraan 

perkeretaapian. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan pengguna 

28 Hasil wawancara dengan Bapak Edi Santoso, S.H pada tanggal 9 februari 2009 
29 Ibid 



kereta api yang mampu menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

PT Kereta Api (Persero) selaku pelaku usaha dalam penyelenggaraan 

perkeretaapian. Selain itu, konsumen selama ini selalu menjadi korban 

saat menggunakan jasa angkutan kereta api yang mana ha1 ini 

diakibatkan karena hak-haknya selau terabaikan. 

Seringnya hak-hak konsumen terabaikan yang mengakibatkan 

tidak terbentuknya suatu sistem perlindungan konsumen yang baik pada 

jasa angkutan kereta api selama ini ternyata tidak hanya dikarenakan 

oleh menurunnya kinerja PT Kereta Api (Persero) sebagai pelaku usaha 

pada layanan jasa angkutan kereta api. Buruknya perlindungan terhadap 

konsumen pada jasa layanan angkutan kereta api juga disebabkan oleh 

konsumen itu sendiri. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak- 

haknya berakibat pada sedikitnya konsumen yang menuntut dan 

memperjuangkan hak-haknya apabila mengalami k e r ~ ~ i a n . ~ '  

Melihat kepada hal ini maka solusi agar terbentuk suatu 

perlindungan konsumen yang baik pada jasa angkutan kereta api salah 

satunya adalah hams adanya suatu perbaikan dari pihak konsumen. 

Sifat konsumen kereta api yang acuh tak acuh serta pasif menambah 

lemah posisi konsumen di hadapan pelaku usaha. Untuk menciptakan 

suatu perlindungan konsumen yang baik pada jasa angkutan kereta api 

perlu adanya suatu perubahan sikap pada konsumen. Perubahan 

paradigma dari konsumen yang pasif dan pemaaf menjadi konsumen 

yang proaktif dan kritis sangatlah diperlukan dalam hal ini. Tidak dapat 

30 Hasil wawancara dengan Bapak Sudaryatmo, S.H pada tanggal 16 Januari 2009 



dipungkiri bahwa rendahnya tingkat kesadaran PT Kereta Api (Persero) 

dalam melindungi hak-hak konsumen juga disebabkan oleh sikap 

konsumen yang pasif dan pemaaf sehingga jika mengalami kerugian, 

konsumen selalu lunak tanpa melakukan tindakan apapun. 

Perubahan sikap menjadi konsumen yang proaktif 'dan kritis 

terhadap segala kerugian yang dialami tentunya akan semakn 

meningkatkan kesadaran PT Kereta Api (Persero) sebagai pelaku usaha 

untuk selalu melindungi hak-hak konsumen kereta api. Sebagai seorang 

konsumen, hams mengetahui clan memperhatikan hak-hak yang harus 

diperjuangkan. Selain itu, dengan posisi konsumen yang selalu lebih 

lemah di hadapan pelaku usaha dalam hal ini PT Kereta Api (Persero), 

konsumen tidak boleh tinggal diam apabila telah mengetahui bahwa 

hak-haknya telah sangat jelas dilanggar. 

Melihat pada ha1 di atas, pendapat yang dikemukakan oleh Happy 

Susanto bahwa untuk menjadi seorang konsumen yang baik diperlukan 

beberapa sikap antara lain:31 

1. Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk 

melindungi diri sendiri dan keluarganya; 

2. Jujur dan bertanggung jawab; 

3. Mampu menentukan barang dan jasa sesuai dengan kepentingan, 

kebutuhan serta kemampuan dan keadaan yang menjamin 

keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen; 

31 Happy Susanto, op.cit., hlm. 32 



4. Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani 

memperjuangkan dan mempertalumkan hak-haknya; 

5. Berbudaya dan sad= akan hukum perlindungan konsumen. 

Adanya kerjasama yang baik antara pihak konsumen dengan 

pelaku usaha d a l ~  ha1 ini adalah PT Kereta Api (Persero) akan 

menciptakan suatu perlindungan hukum bagi konsumen yang optimal 

pada jasa angkutan kereta api. 



BAB V 

PENUTlLTP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

-. 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pada jasa 

angkutan kereta api belum maksimal. Upaya preventif yang dilakukan 

dengan pemberian asuransi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian 

yang dialami oleh konsumen dirasakan belum mengindikasikan adanya 

perlindungan hukum yang maksimal bagi konsumen dalam jasa 

angkutan kereta api. Hal ini dikarenakan pemberian asuransi hanyalah 

sebagai peralihan risiko yang dimaksudkan agar kerugian yang dialami 

olej PT Kereta Api (Persero) sebagai pelaku usaha tidak terlalu besar. 

Sementara itu, upaya represif yang dilakukan pun hampir dapat 

dikatakan sama dengan upaya preventif yang ada. Rendahnya kesadaran 

konsumen akan hak-haknya yang dilanggar dalam menggunakan jasa 

angkutan kereta api mengakibatkan sedikit konsumen yang 

memperjuangkan hak-haknya dengan mengajukan gugatan atas 

kerugian yang dialami kepada pelaku usaha. Berdasarkan pada ha1 

tersebut, ternyata hukum perlindungan konsumen memberikan 

perlindungan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan dalam hukurn 



perlindungan konsumen, konsumen memiliki kemungkinan untuk 

mengajukan kompensasi atas kerugian irnmateriil yang dialami. 

2. Bahwa untuk membentuk dan menciptakan suatu perlindungan hukum 

terhadap konsumen yang baik pada jasa angkutan kereta api, maka 

diperlukan betjerapa solusi dan perubahan. 

Perbailcan yang diperhkan tersebut menyangkut pada tiga aspek yang 

berkaitan dengan perkeretaapian yaitu: 

a. Aspek Penyelenggaraan Perkeretaapian 

Dalam aspek ini, perbaikan dilakukan pada peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, perbaikan kualitas sarana dan prasarana 

perkeretaapian serta perubahan sistem pengawasan dalam jajaran 

perkeretaapian. 

b. Aspek regulasi dan kebijakan 

Pada aspek ini, diperlukan sebuah peraturan atau kebijakan yang 

dapat lebih menunjang terciptanya sistem perlindungan h u k m  

terhadap konsumen yang maksimal. 

c. Aspek konsumen 

Dalam aspek konsumen ini, d i i a p k a n  adanya perubahan sikap dan 

paradigma dari konsumen yang pasif menjadi konsumen yang 

proaktif dan kritis terhadap segala kerugian yang dialami. 



B. Saran 

Peneliti juga memberikan beberapa saran derni tercapainya sebuah 

sistem perlindungan konsumen yang baik pada jasa angkutan kereta api 

yaitu sebagai berikut: 

1. Diperlukan adanya perbaikan dalam hal peng'awasan dan manajerial 

dalam tubuh PT Kereta Api (Persero). Hal ini dikaren.&an pengawasan 

dan manajerial suatu perusahaan merupakan awal daripada 

terbentuknya sebuah kinerja yang baik dalam suatu perusahaan. Dan 

dengan kinerja yang terus meningkat, rnaka secara otomatis PT Kereta 

Api (Persero) sebagai pelaku usaha dalam pennyelenggaraan 

perkeretaapian akan selalu dapat memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada konsumen sehingga akan tercapai sebuah kepauasan konsumen 

dalam menggunakan jasa angkutan kereta api. 

2. Perlu adanya sistem perawatan sarana dan prasarana yang lebih baa. 

Serta perlu adanya peningkatan teknologi yang berhubungan dengan 

perkeretaapian. Hal ini penting bagi PT Kereta Api (Persero) sebagai 

pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api untuk 

terus menjamin kualitas sarana clan prasarana dalam rangka rnenjaga 

kualitas pelayanan bagi konsumen jasa angkutan kereta api. 

3. Diperlukan sebuah sistem perekrutan yang lebih ketat dalam struktur 

tubuh PT Kereta Api (Persero). Dengan sistem perekrutan yang lebih 

ketat diharapkan akan menghadirkan kualitas sumber daya manusia 

unggulan dalam struktur tubuh PT Kereta Api (Persero) yang mana ha1 



ini penting untuk meminimalisir faktor human error yang selalu 

dianggap sebagai penyebab kecelakaan yang terjadi dengan 

perkeretaapian. 
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(2) Untuk pelayanan angkutan perintis, &lam ha1 biaya yang dikeluarkan oleh 
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk mengoperasikan saraua perkeretaapian 
lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan 
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, s e l i s i a  menjadi tanggung jaw& 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis. 

Pasal154 
(1)Apabila Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menggunakan prasarana 

perkeretaapian yang dimiliki atau dioperasikan oleh Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian membayar biaya penggunaan 
prasarana perkeretaapian. 

(2) Besarnya biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana 
perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 155 
Tarif angkutan barang sebagaimana nimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 
berdasarkan pedoman penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 1 ayat (2). 

Pasal156 
W t u a n  lebih lanjut mengenai tarif angkutan kereta api dan biaya penggunaan 
prasarana perkeretaapian diatur dengan Peratman Pemerintah. 

Bagian Kedelapan 
Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana 

Perkeretaapian 

Pasal157 
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa 

yang mengalami kerugian, lukaluka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh 
pengoperasian angkutan kereta api. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa 
diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati. 

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian 
yang nyata dialami. 

(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka- 
luka, atau meninggalnya penurnpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian 
angkutan kereta api. 

Pasal158 
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita 

oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh 
pengopmian angkutan kereta api. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima 
oleh Penyelenggara Sderkemtaapian  sampai dengan diserahkannya barang 
kepada penerima. 

(3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang 
nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang 
telah digunakan. 

(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh keterangan yang tidak benar &lam surat angkutan barang. 

Pasal 159 
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian 

yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta 



api, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktkm bahwa kerugian disebabkan oleh 
kesalahan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. 

(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintam ganti kerugian dari pihak ketiga 
kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 
tejadinya kerugiat~ 

Pasall60 
Ketentuan lebih la4ut mengenai tanggung jaw& Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kesembilan 
Hak Penyelengg-ara Sarana Perkeretaapian 

Pasal161 
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berfiak menahan barang yang diangkut dengaa 

kereta api apabila pengirim atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban dalam 
batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan. 

(2) Pengirim atau penerima barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya 
penyimpanan atas barang yang ditahau 

(3) Dalam hal pengirim atau penerima banng tidak memenuhi kewajiban setelah batas 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 
dapat menjual barang secara lelang. 

(4) Penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengan pemturan pmdang-undangan di bidang pelelangan. 

(5) Hasil penjualan lelang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk 
memenuhi kewajiban pengirim dantatau penerima barang. 

(6) Dalam ha1 barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat membahayakan atau 
dapat mengganggu dalam penyimpanannya, barang tersebut harus dimusnahkan. 

Pasal162 
Barang-barang yang tidak diambil setelah melebihi batas waktu yang telah ditentukan 
diiyatakan sebagai barang takbertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan 
peraturan pemdang-undangan atau dim- apabila membahayakan atau dapat 
mengganggu dalam penyimpanannya 

Pasal 163 
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak penyelenggara sarana perkeretaapian diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Bagian Kesepuluh 
Jangka Waktu Pengajuan Keberatan dan Ganti Kerugian 

(1) Dalam hal pihak penerima barang tidak menyampaikan keberatan pada saat menerima 
barang dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, barang dianggap telah diterima 
&lam keadaan baik. 

(2) Dalam ha1 terdapat ketusakan barang pada saat barang diterima, penerima barang 
dapat mengajukan keberatan dan permiotaan ganti kerugian selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari sejak barang diterima. 

(3) Dalam hal penerima barang tidak mengajukan ganti kerugian dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak untuk menuntut ganti kerugian kepada 
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menjadi gugur. 

Pasal 165 



Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan dau ganti ketugian sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 164 diatur dengan Peraiuran Pemerintah. 

BAB XII 
ASURANSI DAN GANTI KERUGIAN 

Pasal166 
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya 
terhadap Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dau pihak ketiga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal87. 

Pasall67 
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jaAbnya 

terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dau Pasal 158. 
(2) Besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian 

yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat 
pengoperasian kereta api. 

Pasal168 
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (I), dikenai sanksi administratif betupa 
pembekuan izii operasi atau pencabutan izii operasi. 

Pasal169 
(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasutansikan awak sarana 

perkeretaapian. 
(2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan sarana perkeretaapian. 
(3) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan kerugian yang diderita 

oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api. 

Pasal170 
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 
b d a k  menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian terhadap 
prasara~  perkeretaapian, sarana perkeretaapian, dan orang yang dipekerjakan. 

Pasal 171 
Ketentuan l eb i  lanjut mengenai asuransi dan ganti kerugian Penyelenggara Prasarana 
Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian terhadap pengguna jasa, awak, 
pihak ketiga, dau sarana perkeretaapian diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

BAB wr 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasa1172 
Masyarakat be&& 
a. memberi masukan k+ada Pemerintah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, dau 

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, 
- - 

dan pengawasan perkeretaapian; 
b. mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar 

pelayanan minimum; dan 
c. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perkretaapian dau 

pelayanan perkeretaapian. 

Pasal 173 



' ; Pasal 4 : 

Hak konsumen adalah : 

prosedur pelnakaian atau pemanfaatan barang danl 
atau jasa, delni keamanan dan kesela~natan; 

b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi 
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatall pelnbelian barangdan/atau j a w  ' 

dalam mepgkonsumsi barang danlatau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar Yang 

b- hak untuk ~nemilili barang dan/atau jasa serta disepakati; 
lnenda~atkan barang danlatau jasa tersebut sesllai d ,  Inengikuti upaya penyelesaian hukum sel1gketa 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminall yang 

-. perlindungan konsumen secara patut. 
d ijanj ikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang danlatau jasa; 

. . 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 
barang daqlatau jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, 
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan . 
konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikall 
konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar 
dan jujur serta tidak diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rupi danl - - 
atau penggantian, apabila barang danlatau jasa yang - diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

Pasal 5 

Kewajiban konsumel~ adalall : 

a. membaca atail mengikuti petunjuk infor~nasi dan . 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Pasal 6 

Hak pelaku usaha adalah : 

a. hak untuk menerima pernbayaran yang sesuai 
dengan kesepakatan mengenai kondisi dan ni lai 
tukar barang dan/atau jasa yallg diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari 
tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan dir i  sepatutnya di 
dala~n penyelesaian hukum sengketa konsumei~; 

d. hak untuk rehabilitasi llama baik apabila terbukti 
secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak 
diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 

e. hak-hak yang diatur dala~n ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

Pasal 7 

Kewaji ban pelaku usaha adalah 



a. beriktikad baik dalain mel'akukaq kegiatan 
usahanya; 

b. ~nemberikan iiiformasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang danfatau jasa. 
serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, 
dan pemel iharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara 
benar dari jujur serta tidak diskriminatif; 

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang 
diproduksi danlatau diperdagangkan berdasarkan - 
ketentuan standar mutu barang danlatau jasa yang 
berlaku; 

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk 
menguji, danfatau mencoba barang danfatau jasa 
tertentu sefla memberi jaminan danlatau garansi atas 
barang yang dibuat danfatau yang diperdagangkan; . 

f. memberi -kompensasi, ganti rugi, dantatau 
penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 
pemakaian, dan pemanfaatan barang danlatau jasa 
yang diperdagangkan; 

g. membel-i kompensasi, ganti rugi, danlatau penggantian 
apabila barang danfatau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjai~jian. 

- 
BAB IV 

PERBUATAN YANG DILARANG 
BAG1 PELAKU USAHA 

Pasal 8 

( 1 )  Pelaku usaha dilarang melnproduksi danfatau 
memperdagangkan barang danfatau jasa yang : 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan 
standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau 
netto, dan julnlah dalam hitungan sebagaimana 
yang dinyatakan dalam label atau eti ket barang 
tersebut; 

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, 
timbangan, dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan 'kondisi, jaminan, 
keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana 
dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan 
barang danfatau jasa tersebut; 

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, 
komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 
atau penggunaan tertentu sebagai~nana 
dinyatakan dalain label atau keterangan barang 
danfatau jasa tersebut; 

f. tidak sesuai dengan janj i yang dinyatakan 
dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau 
promosi penjuala~l barang danlatau jasa 
tersebut; 

g. tidak ~nencantumkan tanggal kadaluwarsa atau 
jangka wakti~ penggunaanfpemanfaatan yang 
paling baik atas barang tertentu; 

h. tidak ~nengikuti ketentuan berproduksi secara 
halal, sebagaimana pernyataan "llalal:' yang 
dicantulnkan dala~n label; 

i .  tidak memasang label atau membuat pelijelasan 
barang yang lnemuat nama barang, ukuran, 
beratlisi bersih atau netto, komposisi, aturan 
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maupun tidak l a n g s ~ ~ n g  untuk rnelakukan 
segala tiadakan sepihak yang berkaitan dengan 
barang yang dibeli oleh konsumen secara 
angsuran; 

mengatur perihal pembuktian atas hilangnya 
kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang 
dibeli oleh konsumen; 

memberi hak kepada pelaku usaha untuk 
mengurangi manfaat jasa atau mengurangi 
harta kekayaan konsunlen yang ~nenjadi objek 
jual beli jasa; 

menyatakan tunduknya konsumen kepada 
peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, 
lalljutan danfatau pengubahan lanjutan yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam rnasa 
koosumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa 
kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak 
tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen 
secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku 
yang letak atail bentuknya sulit terlihat atau tidak 
dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti. - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh 
pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I )  dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

(4) Pelaku usaha waji b menyesuaikan klausula baki~ 
yang bertentangan dengan undang-undang ini. 

BAB VI 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 

Pasal 19 

( I )  Pelaku usaha bertanggung jawab rnemberikan ganti 
rugi atas kerusakan, pencemaran, daniatau kerugian 
konsurnen akibat mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dapat berupa pengembalian uang atau penggantian 

. barang dan/atau j;;a yang sejenis atau setara 
nilainya, atau perawatan .kesehatan danfatau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yane berlaku. 

(3)  Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang 
waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I )  dan ayat (2)  tidak menghapuskan 
kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkah 
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan 
ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat 
membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 
kesalahan konsumen. 

Pasal 20 

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan 
yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan ole11 
iklan tersebut. 
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TENTANG EKSEPSI, 

Menirnbanq, bshwa TERGUGAT-I, TERGUGAT-I1 d a n  TERGUGAT- 

I V .  rnengajukan EKSEPSI rnas ing rnes iGg pada  i n t i n y a  s e b a g a i  - 
b e r i ' k u t  : 

-, 

1.) - B e r d a s a r k a n  k e t e n t u a n  p a s a l  134 Reg lement  A c a r a  P e r d a -  

ta ' , guga tan  P a r a  PENGGUGAT s e h a r u s n y a  d i g a b u n g k a n  de - 
ngan p e r k a . r a  P e r d a t a .  No.38/Pdt.G/2002/PN.Bdg. y a n g  c l i p e r i k  

sa d z n  d i a d i l i  o l e h  -PEI\IGADILAN IIEGERI BANDUNG, ------- 

5,) - Gugatan PENGGUGAT s a l a h  a la rna t ,  k a r e n a t e l a h  mengguqa t  

J q e n t e r i  Keuangan. N e n t e r i  Keuangan t i d a k  l a g i  rnerdpunya 

- Bahwa g u ~ a t a n  t i d a k  j e l a s  ( Obscuur  L i b e l l  ), k a r e n a  - 
rnenggugat N e n t e r i  Pe rhubungan ,  y a n g  s e h a r u s n y a  y a n g  d i  

g u q a t  a i j a l a h  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. NENTE- 

RI P E ~ H U B U N G ~ N  . ------------------------------------ 
- Gugatan P a r a  PENGGUGAT t i d a k  rnenggunakan k e t e n t u a n  Pe- 

r a t u r a n  MAHKANAH AGUNG R I .  No.1 t a h u n  2002  , k a r e n a  pa-  

i kewenangat i  s e l a k u  R.U.P.S. pada  PT. ( P e r s e r o  ) - 
K A I , s e h i n g g a  ~ e n t e r i  Keuangan d i t a r i k  s e b a g a i  p i -  

h a k  , j a l a m  pe rltara ., ------ ---------------------- 

- 

6.) - T a t a  c a r a  Guga.tan PENGGUGAT dalarn p e r k a r a  a  quo t i d a k -  

s e s u e i  dengan k e t e n t u a n  P e r a t u r a n  MAHKFtRAH AGUNG R I . -  

No.1 t o h u n  2 0 0 2  y a i t u  : 

r a  PENGGUGAT d e l a m  s u r a t  Guga tannya  rnas ih  rnernbuat s~ - 
r a t  Kuasa Khusus  , ................................... 

4 . )  - Bahwa PENGGUGAT t i d a l ~  b e n a r  da lam pengelornpokan pe rwa  

k i l z n  y a n g  d i d a s a r k a n  pada a k i b a t  k e c e l a k a a n  dan  domi -  

c i l i  s e h t r u s n y a  d i k e l o r n p o k k a n  b e r d a s a r k a n  j e n i s  t a r i f -  

dan  j a r a k  tempuh a t a u  d e n g a n  k a t z  l a i n  a d a l a h  h a r g a  - 

- syahnya  g u g a t a n  p e ' r w a k i l a n  Ke lompok t i d a k  d i t u a n g  - 
k a n  dalarn P e n e t a p a n  P e n g a d i l a n  . 

t i k e t  y a n g  d i r n i l i k i  k o r b a n  . ------------------------ 

- T u n t u t a n  a t a u  p i l i h a n  t c n t a n g  g a n t i  r u g i  s e h a r u s n y a -  

d i ke rnukakan  s e c a r a  j e l a i s  dan. r i n c i ,  m e n u r u t  u s u l a n  - 
t e n t a n g  .mekanisme p e n d i , s t r i b u ' s i a n  g a n t i  k e r u g i a n  - 
k e p a d a  ANGGAUTA KELOMPaK, t e r m a s u k  pernbentukan 

Tealn u n t u k  i t u  .- ----'------------------------------ 
'Menirnbang, .,..,,....,...... 



Nenirnbang, bahwa'  t e n t a n g .  EKSEPSI angka  : 1 ( s a t u ) '  s e t e  

l a h  NAJELIS rnernbaca g u g a t a n  P a r a  PENGGUGAT dan  g u g a t a n  PENG- 

GUGAT d i  PENGdDILAlq I\IEGERI BANDUNG p e r k a r s  N 0 , 3 8 / P d t . ~ / 2 0 0 2 /  

PN:.BDG.( b u k t i  T.1-2 ) N a j e l i s  menemukan f a k t a  bahwa P a r a  - 
P i h a k  d a l a m  Kedua p e r k a r a  t e r s e b u t  a d a l a h  t i d a k  sarna, k a r e n a  

? t u  E k s e p s i  P a r e  TERGUGAT t i d a k  b e r a l a s a n  d z n  h a r u s  d i t o l a k .  

Nenimbang, bahwa t e n t a n g .  EI(SEPS1 angka  : 2 ( d u a  ) meha 
r u t  p e n d a p a t  M a j e l i s ,  bahwa g u o a t a n  Pengguga t  sudah  j e l a s ,  - 
y a n g  d i g u g a t  a d a l a h  M e n t e r i  PERHUB~P'GAN ~ e b a g a i  P i m p i n a n  - 
d a r i  KEN~NTRIAN'  PERHURUNGAN, KE'PlENTRIAN PERHUBUNGAN d d a l a h  - 
sebuah  Badan Hukum ' (  PUBLIK ) y a n g  rnzmpu b e r t i n d a k  dan  rnem - 
p e r t a n g g u n g  jawabken  t i n d e k e n n y a  d a l a m  b i d a n g  Hukum, o l e h  k a  

r e n a  i t u  E k s e p s i  t e r s e b u t  h a r u s  d i t o l a k  . 
Nenirnbang, bahwa t e n t a n g  E k s e p s i  angka  ; 3 ( t i g a )  M a j e  

l i s  memandangTERGUGAT k e l i r u  menaf s i p k a n  PERATURAN MAHKANAH- 

AGUNG R I I .  No.1 t a h u n  2 0 0 2 .  Bahwa d a l a h  P e r a t u r a n  Mahkarnah - 
Agung R.I. t e r s e b u t  d i t e n t u l t a n  bahwa yang  t i d a l <  p e r l u  merna - 
k a i  s u r a t  Kuasa a d a l a h  pernber ian K ~ a s a  o l e h  Rnggau ta  k e l o m  - 
pok  ( sub  c l a s s  ) k e p a d a  P e r w a k i l a n  K lompok ( C l a s s  r e p r e s e n  

t a t i e f  ) ,  t e t a p i  p e m b e r i  k u a s a  o l e h  C l a s s  r e p r e s e n t a t i e f  k e -  

pada  P e n y a c a r a  / A d v o k a t  rnas ih  rnemerlukan adanya  s u r a t  Kuasa 

k h u s u s  . Dengan d e m i k i a n  e k s e p s i  t e r s e b u t  t i d a k  b e r a l a s a n  dan 

h a r u s  d i t o l a k  . 
Menimbang, bahwa t e n t a n g  E k s e p s i  a n g k a  : 4  ( e m p a t )  Ma j a  

l i s  rnernandang bahwn pengelompokan p a r a  'PENGGUGAT ( Sub C l a s s )  

t e l a h  b e h a r  d i d a s a r k a n  pada k e p e n t i n g a n  y a n g  sama d a r i  sub.  - 
c l z s s  t e r s e b u t ,  k e r e n a  i t u  Ekse:psi T e r g u g a t  t i d a k  b e r a l a s a n  - 
d a n  h a r u s  , d i  t o l a k  . 

Nenirnb'erig, bahwa t e n t a n g ~ k s e p s i  angka 5 ( l i r n a )  M a j e l i s  

b e r p e n d a p a t  bahwn para.PEN.GGUGAT t i d a k  s a l a h  mengguga t  N e n t e -  

ri Keuangan, k e r e n a  M e n t e r i  I k u a n g a n  ada lah '  subyek  Hukum . 
Adapun t e n t a n g  tan:ggung jawabnya  akan d i t e n t u k a n  d a l a m  peme - 
r i k s a a n  Pokok Perks rany ,a ,  k a r e n a  i t u  E k s e p s i  TERGUGAT t e r s e  - 
b u t  t i d a k  b e r a l a s a n  d a n  h a r u s  d i t o l d k  . '  

Ne,nimbang, bahwa t e n t a n g  ' E k s e p s i  angka :  6 (enam) N a j e l i s  

b e r p e n d a p a t  bahwa,  p a r a  PENGG.UGA:T d a l a m  m e n g a j u k a n  g u g a t a n  i n i -  

t i d a k  w a j i b  rnemenuhi s y , a r a t  s y a r a t  y a n g  d i t e n t u k a n  d a l a m  P e r a -  

t u r a n  Mahkamah Aqung R I .  No.1 t a h u n  2002, k a r e n a  g u g a t a n  

PENGGUGAT. ................,...,. 



PENGGUGAT t e l a h  d i j a f t a r  d a n  m u l a i  d i p e r i k s a  s e b e l u m  d i k e l u a r  

k a n n y a ' : p e r a t u r a n  Nahkarnah Agung R.1. No.1 t a h u n  2002 t e r s e b u t  

Menimbang, b a h w a . b e r d a s a r k a n  h a 1  h a 1  t e r s e b u t  maka sernu 

a N a t e r i  E k s e p s i  y e n g  d i a j u k a n  o l e h  TERGUGAT-I, TERGUGAT-11 - 
dan  TERGUGAT-IV, h a r u s .  d i r t y e t a k a n  D i t o 1 a k . ---------- 
TENTANG. POKDK PERKARA . 

'Menimbang, bahwe maksud den  t u j u a n  g u g a t a n  p a r a  PENGGU- 

GAT a d e l a h  s e p e r t i  t e r u r z i  d i a t a s  , ------------------------- 

Menirnbang, b d h w a y a n g  m e n j a d i  p o k o k  p e r m a s a l a h a n  p e r k a -  

i n i  sebaga imana  d a l i l  p a r a  PENGGUGAT a d a  

TERGUGAT-I t e l e h  m e l a k u k a n  p e r b u a t a n  me1 

a . )  ~ i d a k  rne laksanakan  p a s a l  : 2 8  dan  pe  

25 a y a t  (1) h u r u f  a, d a n  b UU No.13 

P e r k e r e t a a p i a n  . ,------------------- 

l a h  : 

awan hukum y a i t u  - 
n j e l a s a n  p a s a l  - 
t e h u n  1 9 9 2  t e n t ~ n g  

b . )  T i d ~ k  mel,ek'sanc?l<an pas; : l .  3 h u r u f  c , d , e , f  j o . p a s a 1  4 - 
h u r u f  a, c,d,e dan  h j o . . p e s ~ . l  7 h u r u f  b , d , f  dan  g - 
j a . p a s a l  8 a y a t  (1) UU N:o.8 t e h u n  1 9 9 9  t e n t a n g  P e r a t u -  

r a n  P e r l i n d u n g a n  KDNSUMEN . .......................... 
c . )  Tida l<  rne laksanakan  k e t e n t u a n  p a s a l  87 a y a t  (1) S.1928- 

200 y e n g  d i u b a h  dengan  P e r e t u r a n  P e m e r i n t a h  No.5 t a h u n  

1963  t e n t a n g  P e r a t u r a n  ~ e r k e r e t a  a p i a n  .-------------- 
d.) M e l a n g g a r  a z a s , k e p a t u t a n ,  k e t e l i t i a n  d a n  k e h a t i  h a t i -  

an d a l a m  m e l a k s a n a k a n  Manajemen l a l u  l i n t a s  ( t r a f f i c  

Management ) P e r k e r e t a  a p i m  y a n g  b a i k ,  s e h i n g g a  t e l a h  

rnemberhen t i kan ,  dua k e r e t a  a p i  s e k a l i g u s  d a l a m  s a t u  - 
Emplasemen y a n g  h a n y a t e r d i r i  d a r i  3 ( t i g a )  Spoor ,  h a l -  

i t u , s a n g a t  rnembahayakan d a n  b e r p o t e n t i  rnen imbu lkan  - 
K e c e l a k a a n /  tabrakan . ............................... ............................... 

TERGUrAT-I1 t e l a h  m e l a k u k a n , ' p e r b u a t a n  melawar,  Hukum, k a r e -  

n a  t i d a k  m e l a k s a n a k a n  k e t e n t u a n  p a s a l  75 P e r a t u r a n  P e r n e r i n  

t ,ah No.69 t a h u n  1 9 9 0  t e n t a n g  P r a s s r a n a  d a n  Sarana  K e r e t a  - 

- TERGUGAT-111 +e2& rne lakukan :  P e r b u a t a n  rnelawan hukum,karena 

t e l a h  , rne lakukan p e r b u a t a n  sebaga imana  d i t e t a p k a n  d a l a m  

p a s a l  1 a y a t  (1) P e r .  Pe rne r in ' t ah  No. 50 t a h u n  1990,========== 

TE RGUGAT-I V. . , , . . . , . . , . * . # 



- TERGJGiiT IV, t e l a h  melakukan perbuatan melawan Hukum, k a r e w  - 
t e l a h  t idak  melaksariakan ketentuan p a s a l  5' a y e t .  (1) Peraturan - 
Pemerintah No.3 tehun 1983'. ---------------------------------- 

Bahwa ak iba t  perbuatan melawan hukum d s r i  para TEH.GUGA'I , meka 

t e r j a d i l z h  tabraken ICereta ~~i yangmembawa maut d i  s t a s i u n  KETANG 
'GUIJGAN. MhT BF(E$ES, yang menimbulken keru gian ba g i  para PE)JGGUGAT 

Irlenimbang, ba hwa pads dasarnya , TERGUGAT TEiKGUGAT menyan gkal- 
semua d a l i l  d a l i l  para P E N G G J G T .  Dengan disangkalnya, gugatan para 
PEi\IGGijG,T oleh TEHGiG.qrl.' TERGGGiiT t e r s  ebut,  karenanya wa j ib l ah  ba g i  
pa ra  PENLWGclT dibebani untuk membuktiksn da li 1 dal i lnya . - ------ 

Menimbang, bahwa para P E N G G ~ G A T  maupun TERGUGA'I' TEKGUG4T - 
t e l a h  menga;jukan s u r a t  s u r a t  buktj. dan s a k s i  s a k s i  s e p e r t i  t e r s e  - 
bu t  d i a t a s  .= .................................................... 

Menimbang, bahwa Undang Undahg t idak menj elaskan apcl yang d i  
maksud s e r t a  batasan batasan d k r i  perbuatan melawan hukum. namun - 
YURISPRUDENSI  t e t a p  l'JIIrHIUI4AH AGUibG R I .  d i te tapkan bahwa perbuatan- 

n hukum ad.alah : perbuatan yang memenuhi s a l a h  s a t u  atau-  
raps k r i t e r i s  sebagai beriltut " :- --------------------------- 

1. perbuatan $ang bertentangan d e n e n  kewajiban hukum d i  - 
pelaku ; 

2. perbuatan yang melangs r  hak subyektief orang l a i n  . 
3. perbuatan yang melanggzr kaedah t a t a  s u s i l a  . 
4. perbuatan yar1.z bertentangdn dengan azas kepatutan, k e t e l i -  

t i a n  s e r t a  s ikap h a t i  h a t i  yang seharusnyadimiliki s ese-- 
-orang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat - 
atau  terhadar~ harta  bends ' orang l a i n ,  = ============-===== 

Nenimbang, bahwe para PEI\iGGU.GAT mendalilkan bahwa TERGUGAT-f - 
%63siti:'.rnilakukan perbuetan melawan hukurn karena t idak  melaksanakan- 

pasal: 28 dan penjelasan pasa l  25 aya t  (1) huruf a,dan b W No. 13 - 
tahun 1992 tentang Perkereta  apian  . ............................. 

Menimbang, bahwa d a r i  s u r a t  surcit bukt i  dan keterangan s a k s i  
s a k s i  yang d ia  jukan oleh Kuasa PENGGilGAT, Maj e l i s  t i dak  memperoleh 
cukup bukti  bahwa sebelum ter jadinya  ttibrakan d l  S tas iun  KETANG - 
GUNGAli BAFW'I: T E R G U G g l I 1  ., t e l a h  : ,--------------------------.----- 

' 1. Tidak mengangkut penurnpang yzng .membe li karc i s  . --------- 
2. ~ i d a k  membayar gant i  rugi  kepada Pengguna Jasa  yang me - 

ngalami kerugian ak iba t  kecelakaan . 
3. Tid.sk memb6ri .pelayanan yang baik selama menunggu pembe - 

rangkatan dalam t e r j a d i  kelambatan pemberangkatan, --- 
4. Tidak memberi pelzyanan yang semestinya terhadap penumpang 

yang t e l a a  membeli l<c,rcis . .............................. 
Bahwa t i d a k , a d a  tuntu tan  apa apa ( complain ) d a r i  Pengguna Jasa  - 
s ebelum te r j ad inya  tabrakan Kereta Api d i  S tas iun  KE'i'ANGGUNGAN - 
I3hKAT 8F&bES, yang menimbulkan kerugian pada para pengguna 

. . lenimbang, . . . . . . . . . . . . . 

t 



Plenimbang, bahwa berdasarkan ha1 tersebut,Ma j e l i s  meman 
dang bahwa W K G U W ~ - I  t i dak  t e r b u k t i  melakukan perbuatan me - 
lawan Hukum i n  cassu pas.al 28 jo.penjelasan p a s a l  25 aya t  (1) 
huruf a dan b Undang2 No. 13 ta'hun 1992 ten tang  Perkeretaapian. 

Menimbang, bahwa para  PEI\JGGUGAl' mendalilkan bahwa TEHGU - 
GWT-1 t e l a h  melakukan Perbuatan melawan Hukum, karena t e l a b  - 
t i d a k  memenuhi ketentuan p a s a l  2 jo.pasa1 3 huruf e, d, e dan f- 
j o , p ~ , s a l  4 huruf a , c ,d , e  dan h jo.pasa1 7 huruf b, d , f  , dan- 

g j o.pasa1 8 a y a t  (1) UU No. 8 tahun 1999 t en tang  Perlindungan- 
K o ~ u m e n  , - ------------------------------------------------- 

Nenirnbang, bahwa d a r i  s u r a t  s u r a t  bukt i  dan keterangan - 
keterangin  saks i saks i PENGGUG~-LT, Ma j e l i s  mernandang bahwa para- 
PENGGUGAT t idzk  dapa t membuktikan secara Khusus t en tang  a danya 

pelanggaran a t au  k e l a l a i a n  s e p e r t i  diuraikan dalam ketentuan - 
p a s a l  t e r sebu t  d i a t a s  yang secara langsung meninbulkan kerugi- 
an ba g i  .para Pengguna Jasa  , karenanya d a l i l  para PENGGUGAT - 
t e r s e b u t  barus dinyatakan t idak  t e r b u k t i  bahwa TERGUGAT-1 - 
melakukan perbuatan melawan Hukum s ep e r t i  diuraikan dalam - 
pasal /  ketentuan t e r sebu t  d i a t a s  .- ========================== 

Henimbang, bahwa se lan ju tnya  para  PEI\IGGUSF\T mendali.lkan- 
bahwa TERGUCAT-I t e l a h  rnelakukan perbuatan melawan Hukum kare- 
na t e l a h  t idak  melaksamkan ketentuan p a s a l  87 ayat  (1) S tb l .  - 
1929- 200 yang t e l a h  diubah dengan peraturan Pemerintah No.5- 
tahun, lF.53 ten tang  PERKERETA &?IAN yang berbunyi sebagai  - 
ber iku t  : 

1' Urutan rangkaian kendaraan pada t i a p  t i a p  ke re t a  a p i  - 
yang digumkan untuk angkutan penumpang yang meneapai- 

keeepatan t e r t i n g g i  45 ' ~ m .  sejam, langsung dibelakang - 
lokomotif harus ditempGtkan sekurang kurangnya s a t u  - 
kendaraan, dimana t idak  d i i j i n k a n  ada Penumpang, ke - 
c u a l i  Pegawai Kereta Api a t a u  pegdwai jawatan Pos It, -- 

Menimbang, bahwa d a l i l  para PENGGUGAT t e r sebu t  t idak. di-  
bantah. o leh  'IERGuGAT-I s e r t s  dikuatkan dengan keterangan s a k s i  
YUSPIriIYAhTi), yang menerangkan bahwa s a k s i  adalah. korban dalam- 
kecelakaan Kereta : Api d i  ~ t a s i ~ n  Ketanggungan Barat Brebes - 
yang menderita lulra luka, s a k s i :  dudu!c pada rangkaian gerbong - 

pal ing.  . . . . . . . . . , . . . , . . . , . . . . . . . /' 



p a l i n g  depan p e r s i s  iiibelakang loko motif, korbm meinggal --- 
yang p a l i n g  b ~ ~ n y a k ,  adaleh yang duduk d i  g ~ r b o n g  belzkang loko= 
m o t i f  t e r ~ e b u t  , - .......................................... 

. bnimbang, bahw.q Aenpn de,mikian l~ la je l i s  memanrlang t e r  - 
bukt i  d . a l i l  para PEKGGUGAT, bahGa Aibelakang lokomotif t idak  - 
d i  tamps tkan kendaraan tanpa penumpang kecual i  untuk pegawai - 

PJenirnbwg, bal~s-ra namun d e m i k i ~ n  mas j.h p e r lu  dipertimbang 

kan spaksh benar karena ha1 i t u  TEi.IGUG,T-r dipandang t e l a h  me- 
lakulcan perbua-tan melawan hukum, - ............................ 

iqenimbang, b2,hwa TERCUGAT-I dalam j awabennya menerangkan 

bahwa S tb l .  1928- 200 dasar hukurnnya lda lah  ; ---------------- 
Aglemenne Re  gelen, betreffendeden Aanle gerneene de Exp lo i t a t i e  

Van Spoor en Tranr~egen , besteemd voor algemeene Verkeer - 
i n  Nederlandsch Indie  ( S .  1926- 295 ) dan Algemeene Bapali- 

ngen betraffende de spoor en Trawegeen ( S, 1927-258 ). -- . b 

Bahwa kedua pe r r tu r sn  yang d i jadikan dasar hukum d a r i  S. 1928 - 
200 tersebut  t e l a h  di.cabut oleh pasa l  46 UU No.13 tahun 1992 - 
oleh  karena i t u  pelanggaran hukum oleh TBRGUGAT-I t idak  ada - - 1 s ehingga ~'EKG~GA'J-I  t i d ~ t k  j u  ga melakulcan perbuatan me lkwan - 

I 7  h u k u m - ................................................ 

I IKenimbang, bahwa se te lah  lvlsjelis membaca dan mernperhati- 

kan S.1928- 200 s e t e l a h  diubah d e n g n  Peraturan Pernerintah - 
No. 5 tahun 1963 dan Undang Undang No. 13 tahun 1992, Ma j e l i s  - 
memperoleh fakta bahwa benar S .  1928- 200 tersebut  adalah seba- 
gai: aturan  pelaksanaan d a r i  p a s a l  10 zyat  (1) pasa l  19 dan - 
p a s a l  30 d a r i  I t  Bapelingen Aanlegen Bedri j f  Spoor Uengen I f ,  - 
S, 1927- 259, dan 1927- 259 t e r s e b ~ t ~ d i n y a t a k a n  t idak  berJaku - 
dengan p a s a l  45 ( bukbn pasa l  46 s e p e r t i  jawaban T E K G U G T - I  ) - 
Undong Undeng No. 13 tahun 1992 . - ............................ 

iyenimbang, b;,.hwa walaupun S. 1927- 259 t e l a h  dinyatakan - 
t i i a k  b i r h k u  oleh p a s a l  45 UU No, 13 tahun 1992, t e t a p i  : - 
S. 1928- 200 s e t e l a h  diubah dengan P.P. No, 5 tahun 1963 yang - 
merupakan a tu ren  pelaksanaan d a r i  S.-1927- 259 t idak  secara - 
t e e s  dinyztakan t idak  berlaku, bahkan dalam b a s a l  44 Undang - 
Undang No. 13 tahun 1963 disebutkan :- ........................ 

llpada tanggdl berlekunye ~lndeng undang i n i ,  semua pera - 
tu*an pelaksanzan mengena.i perkereta  apian dinyatakan 

teTap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 



t e t a p  berlaku sepanjang t i d a k  bertentangan a t au  belum 

digcinti dengari ya.ng baru , berdassrkan undeng undang - 

iknimbeng,bahwa dengan demikian khrenk S. 1928- 200 se-  

t e l z h  diubah dengan PP. No, 5 t~ ihun  1963 merupakan a tu ran  pe - 
lekssnaen d a r i  S..1927-259 s e r t a  dal~irn Undang Undang No.13 - 
tahun 1963 he1  . t e r sebu t .  t idgk  dis . tur ,  maks. rnenurut pendapat- 

r4-4 j e l i s  bahwa S. 1928- 200 s e t e l a h  diubah d e n e n  PP. No. 5 ' t a  - 
hun 1963, mosih berlaku dan sangat  relevan untuk t e t a p  d i b e r  '. 

lakukan demi keamanan p enumpang ~ e r e t z  Ap 1. - -------------- 
Y~nimbang~bahwa berdasarkan kl ha1 t e r sebu t ,  Wtjelis-  

memsndzng. t e r b u k t i  d a l i l  para PxNtii;uGi'iT bahwa T~GUGAT- 1 - 
t e l a h  melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan k e r  
u gisn ba g i  paru PENGGbGAT, y t i i tG 1a.la.i menempatkan kendaraan- 
( gerbong) d i b e l ~ k a n g  lokomotif denghn t idzk  di i j inkannya - 
ada penumpang kecua l i  pegawai Kereta Api a t au  jawatan pega - 
wei Pos sebhgiimana diwajibkan dalan: p a s a l  87 aya t  (1) S. - 
1928- 200 s e t e l a h  diubah dengan pertituran Pemerintzh No-5  - 
tahun 1963. , ............................................... 

lknimbeng, bhhwa karena ThAWGklC-I t e l a h  dinyatakan me 

lakukan pkrbuatan melawan hukum, . rnaka.. waj i b  ba ginya untuk - 
membayar &n-ti  rug i  2 t a s  kerugian yang' t imb6l karinanya, ---- 

Plenirnbang, bahwa Terhadep TmGuGAT-ll para PENGGUGAT - 
mendalilkan TL~~GGAT-11 t e l a h  melakukan perbuatan rnelawan - 
hukum karena t idak  me laksanakan pasa 1 75. PP, No. 69 tahun 1998 
t e n t a n g  Praszrana dan sarana ke re t a  ap i ,  ------------------- 

Wnimbang, bahwa TERGUG'iT-I1 t e l a h  membentah da lil - 
p a r a  :.:Pi3NGGUGAT t e r s e b u t  dengan menyti takan bahwa MBNTEHI PER 
'rlUPILNGm iiE!?UBLIi( I N i D N E S I A  ;t;e:lah melaksanakan melaksanakan 

ke tentuan . .pasa l  75 PP. No, 69 tahun 1998, an tara  l a i n  dengan- 

mengeluarkzn Keputusan P i n t e r i  No.53 tahun 2000 t en tang  per- 

potongan a t au  pers i langan a n t a r  j a l u r  ke re t a  a p i  dengan ba- 
ngunan l a i n ,  s e r t a  Eenter i  b l a h .  melakukan pengawasan dan - 
p engendalian terhad'ag ke gia tan  dalam perkere ta  apian, ------ 

' Menimbang, bapwa menurut pengamatan b j e l i s ,  d a r i  s u r a t  

s u r a t  bukt i  dan s a k s i  s a k s i  pihzk PhlqGGUGAT, t idak  ada yang - 
mendukungdel i l  para  PENGWGAT, ha1  t e r sebu t  juga t idak  diba- 

has  dalam .kes impulan d a r i  pihak PLNGGUGAT. Da lzm Repliknya - .  

d i k a t a k a n  bahwa t i n g ~ i n y a  frekwensi t e r j ad inya  tabrakan kere- 

t a  a p i  edglah s a l a h  s a t u  i n d i k a t b r  kegagalan, TERGL'WT-I1 dalem 

meLkukan. , *. , . * .  , . , , , , . , , , . * , . , 



m e l a k u k a n  pemb inaan ;  . K. E '  C A G A L 'A N. , ----- --,--,-,,,, 
dalam m e l a k u k a n  pembinaa'n,  t i d a k  b e r a r t i  : " t i d a k m e l s k u k a n -  

N e n i r n b ~ n g ,  behwa b e r d a s a r k e n  h a 1  h e 1  t e r s e b u t  M a j e l i s -  

rneniandang behwa d a l i l  Para ,  PENGGUGAT bahwa TERGUGAT-I1 t e l a h -  

r n e l a k u k z n  p e r b u a t g r ~  melawan Hukum t i d e k  t e r b u k t i  s e c a r a  s a h  - 
d a n  m e y a k i n k a n  dan t u n t u t a n  P e n g g u g z t  t e r h a d a p  TERGUGAT- I 1  - 

Menimbang,  bahwa p a r e  PENGGUGAT m e n d a l i l k a n  bahwa TERGU 

GAT- I11  t e l a h  m e l a k u k a n  p e r b u a t a n  rnelewan hukum i n  c a s u  p a s a l  

l a y a t  (1) PIP. n o . 5 0  t a h u n  1 9 9 8  t e n t a n g  p e n g a l i h a n  k e d u d u k a n  

t u g a s  d a n  I<ewenoncan M e n t e r i  I (euangan s e l a k u  pemegang seham- 

a t a u  R a p a t  Umum Pemegang ~ z h z m  ' (  RUPS ) pada  p e r u s a h a a n  p e r  - 
s k r o a n i  ( PEfZSEnO ) k e p s d i ~  MEPiTERI NEGAHRFPENDAYAGUNAAN BADAN- 

USflHA M I L I K  NEGSRfi . ------------------ ---------------------- 
Menimbeng,  bahwa p a r e  F'ENI.;GUGAT, t i d a k  m e n j e l a s k a n  p e r -  

b u a t a n  TEAGUGflT-I11 y a n g  m'ana y a n q  d i p a n d s n g  s e b a g a i  p e r b u a  - 
t a n  melawan Yukum, s e r t n  p i h e k .  FENiGUGAT t i d a k  rnember i  b u k t i -  

- i t e n t a n g . h a 1  i t u ,  : k a r e n a n y a  M a j e l i s  kemandancj bahwa d a l i l  -- 
PENGGUGAT menyang l<ut  TERGUGAT-I11 t i d a l <  t e r b u k t i  dan  t u n t u  - 
t a n  t e r h v : d a p  TERGuG~~T-111 h a r u 5  (1  i i; 1 a k  .= =========== 

I Menimbang,  bahwa p i h a k  PENGGUGAT m e n d e l i l k a n  bahwa TER- 

GUGAT-IV t e l a h  n e l a k u l < a n  p e r b u i t a n  r r~e lawan  hu l tum in  c a s u  ----- 
p e s e l  5 e y a t  (1) P.P'. N O . ~  t a h u n  1Q03 t e n t a n g  t a t a  c a r a  - 
p e m b i n e a n  d a n  pengawasan P e r u s a h a a n  J a w a t a n  , P e r u s a h a a n  Urnum 

' d e n  P e r u s a h n n n  P e r s e r o a n  . ________-_-_______--------------- 

Menimbang,  b r h w a  s u r a t  g u g n t a n  p a r a  PENGGUGAT t i d a k  d i -  

j e l a s k e n  p e r b u a t a n  TERGUGAT-IV.yan9 mana y a n g  d i p a n d a n g  s e  - 
b a g a i  p e r b u a t z n  . m e l a b a h  hukum s e r t a  p i h a k  PENIiGUGAT t i d a k  mem 

b e r i  b u k t i  t e n t e n g  h a 1  i t u ,  I<~r .enzn>~, i ,  P l a j e l i s  memandang bahwa 

d a l i l  PEWGGlJGAT m e n y a n g k u t  TEHG-UGAT-IW t i d e k  t e r b u l c t i  s e c a r a -  

s y a h  d z n  r n e y ~ k i n k a n . ,  s e l i i n g g e  t u n t u t e n  PEfdGGUGj!T t e r h a d a p  -- 
TERGuGP.T-IV h e r u s  d i t o l a l <  .= ............................... 

Menimbang,  bshwa y e n g  m e n j a d i  p e r m a s a l a h a n  l e b i h  l a n j u t  

s e b e r a p ~  b e s a r  g a n t i  k e r u g i a n  y ~ n g  w a j i b  d i b a y a r  o l e h  TERGU:;- 

GAT-I k e p a d a  p a r a  PENGGUGAT . .............................. 



Nenirnbang,  b r h w a  p a r e  FEiJGGUGAT'rnenuntut a g a r  p ~ . r a  TER- 
.... 

GUGAT m e p b a y a r  g a n t i  r u g i  u n t u k  : ........................... 
- b i a y ~  p e n d i d i k a n  an:>,k b ~ g i  k o r b a n  y a n g  r n e n i n g g a l  - 

d ~ n i a ;  .fl 

- p e n g q a n t i a n  biayc?. b a r a n g  h e r a n g  y a n g  h i l a n g  ; 

- R i a y a  p e n d z p a t a n  y z n g  . h i l a n g  ; 
-. - B i a y a  p e r a w a t a n  d e n  b i a y a  p e r a w a t a n  l a n j u t a n  ; 

- K o n p e n s a s i  b a ~ i  c a c a t  ' t e t a p  ; 

- B i a y a  p e n q u r u s z n  s u r a t / ~ o k u m e n  y a n g  h i l a n g  ; -------- 

min imbang ,  bahwa t u n t u t a n  p a r a  PENGGUGAT t e r s e b u t  d i d a -  

s a r k a n  pada p a s a l  2 E  a y a t  (1) UU no.l.3 t a h u n  1992  j o .  p e n - j e  - 
l a s a n  p a s a l  25  a y a t ' ( 1 )  h u r u f  b UU.No.13 t a h u n  1 9 9 2  j o . p z s a l -  

4 h u r u f  -n d a n  p a s e l  7 h u r u f  f ,  g UU No.8 t a h u n  1999 j o . p e s a 1 -  

10 rJer . l -7erner intah PJo.17 t a h u n  1 9 6 5  j o . p a s ~ l  1 3 6 5  KUI.!.PEI'jDP,TI\. 

I Menirnbang, bahwa TERGUGAT-I d a l z m  jawabannya  m e n y a n g k a l  

d e l i 1  p a r a  PENGGUGAT t e r s e b u t ,  d e n g a n  rnengatekan bahwa TERGU- 

GAT-I t e l a h  m e m b e r i  b i a y a  p e n g o b a t a n , b i a y a  p e r a w a t a n ,  b i a y a  - 
u n t u k  p u l a n g  , b i a y a  pernakarnan, s a n t u n a n  Jasa  R a h a r j a  d a n  - 
s a n t u n a n  J a s a  R a h a r j a  P u t r a  k e p a d a  p a r a  KOREAN, s e r t a  s a n t u  - 
n a n  bea  p e n d i d i k a n  k e p a d a  anek anak  a h l i  w a r i s  k o r b a n ,  s e h i n g  

g a  t i d a k  ada  l a g i  k e w a j i b a n  hukurn yang  h a r u s  d i p e n u h i n y a  - 
d e n g a n  rnenun juk  pada  s u r a t  b u k t i  : T . 1 ~ 8  s /d  T.1-26 d a n  s u r a t  
b u k t i  B.T.11-4 . .............................................. 

Nenirnbang, bahwa pe rnbayaran 'pembayaran  y a n g  t e l a h  d i l a k u  

k a n  o l e h  TEWUGAT-I k e . p a d ~  par.a k o r b a n  t i d a l <  d i b a n t a h  o l e h  - 
I<uasa PENGGUGAT, n j rnun p a r a  PENGGUGAT rnas ih  r n e n u n t u t  g a n t i  r u  

g i  a t a s .  p e n g h a s i l h n  y a n g  h i l a n g ,  b i . a y a  p e n g g a n t i a n  b a r a n g  - 
/ s u r a t  y a n g  h i l a n g  b i a y n  p e n d i d i k o n  anak m u l a i  S e k o l a h  D a s a r  - 
s/d:  p e r g u r u a n  T i n g g i  d a n  g a n t i  r u g i  i r n r n a t e r i i l  , d e n g a n  men - 
d a s a r k a n  t u n t u t a n n y a  pada  p a s 2 1  1 4  P e r , P e m e r i n t a h  No017 - 

Renimbang,  bahwa d a r i  pa .ka l  2 5  a y a t  2 UU N O . : ~  t a h u n  - 
1 9 9 2  t e n t a n g  ~ e r k e r e t ?  A p i a n , d i s e b u t k a n  : 
?! K A R C I S  PENUMPFiNG ATAU SURAT ANGKUTAN BARANG MERUPAKAN TANDA- 

BUI(T1 'TER JfiDINY A PERJANJIAN ANGKUTAN 1 1 .  ------------------- 

Menimbang, b.ehwa d a r i  p a s a l  2 5  a y a t  ( 2 )  UU No.13 t a h u n  - 
1 9 9 2  t e r s e b u t ,  d a n  d a r i  s u r a t  b u k t i  P . l  , b e r u p a  t i k e t  - / '  



K e r e t a  A p i ) M o j e l L s  b e r p e n d a p a t  bahwa a n t a r a  P.T. KERETA A P I  

INDUNESIR d e n g a n ,  p a r a  PENGGUGAT t s1 .ah  t e r j a d i  k e s a p a k a t a n  - 
u n t u k  m e l a k s a n a k a n  p e n Q a n g k u t a n  penumpang ,dengan d e m i k i a n -  

p a r a  PENGGUGAT d i p a n d a n g  t e l a h  m e n y e t u j u i  semus a t u r a n  y a n g  

b e r l a k u  d a n  d iundangkan ;  y a n g  rnenyangkut  p e n g a n g k u t a n , a l a t -  

a n g k u t  dan  s e g a l a  r e s i k o  a t a s .  p e n g a n g k u t a n  t e r s e b u t ,  y a i t u  

a t u r a n  p e r  k e r e t a  a p i a n  ; n p a b i l a  p a r a  PENGGUGAT t i d a k  me - 
n y e t u j u i n y a  s e m e s t i n y a  s i a  t i d a k  m e n g g u n a k a p - a l a t  a n g k u t  - 
I ( e r e t a  R p i  d a n  i a  b e b a s  menggunakan s a r a n a  t r a n s p o r t a s i  - 

Menimbang, bahwa o l e h  k a r e n a  p a r a  PENGGUGAT t e l a h  me- 

n y e t u j u i  menggunakan K e r e t a  A p i  s e b e g a i  a l a t  T r a n s p o r t a s i  - 
b a g i n y a ,  maka p a r a  PENGGUGAT $ i a n g g a p  m e n y e t u j u i  s e g a l a  a t u  

r a n  y a n g  d i t e t a p k a n  penye lenggara , , seh ingga  p a r a  PENCGUGAT 

i w a j i b  mematuh i  a t a u  menggunakan a t u 6 a n  a t u r a n  y a n g  b e r l a k u  
d i b i d a n g  P e r  I ( e r e t ~  A p i a n  , =============-================== 

Nenirnbeng, bahwa t e n t a n g  pe rnber ian  g a n t i  k e r u g i a n  k e  - 
I pada  penurnpang yang  m e n g a l a m i  k e r u g i a n  a k i b a t  k s s a l a h a n  - 
I a t a u  k e l a l a i a n  Baden p e n y e l e n g k a r a ,  t e l a h  d i a t u r  da larn  Undzng 

Undang No,13 t a h u n  1992, t e n t a n g  p e r k e r e t a  Ap ian ,  k a r e n a  i t u -  I a t u r a n  t e n t a n g  g a n t i  k e r u g i a n  y a n g  d i t e t a p k a n  da larn  UU No.13- 

1 I i  t a h u n  1992  t e r s e b u t  merupakan  LEX S P I C I A L I S  d a r i  a t u r a n  a t u  - 

I 1 r a n  Urnum ( L E X  GENERALIS ) y a n g  t e r d a p a t  pada  p e r  Undang Un - 

Nenimbancj, bahwa dal,zm p e n j e l a s a n  r e s m i  p a s a l  25 a y a t  - 
(1) h u r u f  b  UU No.13 t a h u n  1992,  d i t e n t u k a n  a n t a r a  l a i n  :---- 

" .................. D e m i k i a n  p u l a  k e w a j i b a n  Cadah p e n y e l e n g  

g a r a  u n t u k  mernbayar g a n t i  r u . j i  s e s u a i  s y a r a t  s y a r a t  urnum - 
s a n g  t e l a h  d i s e p a k a t i  , kepoda  pengguna j a s a  y a n g  rnengalarni  

.... k e r u g i a n  s e b z g a i  . a k i b a t  k e l a i a i a n  Badan P e n y e l e n g g a r a  

I Menimbang, bahwa s e l a i n  k e t e n t u a n  t e r s e b u t ,  j u g a  t e l a h  

d i t e n t u k a n  da larn  p a s a l  2 8  a y o t ' ( 2 )  b  UU No.13 t a h u n  1992 y a n g  

b e r b u n y i  s e b a g a i  b e r i k u t  : 

I " B e s a r n y a  g a n t i .  r u g i  d i b a t a s i  se ju rn lah  maksimum A s u r a n s i  -- 
y a n g  d i t u t u p  o l e h  Badan P e n y e l e n g g a r a  dalarn h a 1  p e n y e l e n g g a  



~ e n j . m b a n ~ ,  bahwa dt1r.i penjelasan p a s a l  28 a y a t  (1) UU No. 
13 tahun 1992 d i te tapkan  sebaggi ber ikut  : 

11 ~ e n g e r t i a n  kerugian yang d i d e r i t s  oleh penggunz J a s a  , t i d a k  
termasuk keuntungan yeng akan diperoleh ataupun bagian bia- 

ya, a t a s  pelayanan .yang sudah dinikrnati IN. ----------------- 

~ e n i r n b a n ~ ,  bahwa dengzn memperhatikan ketentuan keteniu- 
an' ters 'ebut d i a t a s  , 1% j e l i s  berpendepat bal~wa besarilya gz-n ti.;.- 
ru.gi yang depat  d ibe r ikan  kepad: para PE;IVCrGGGfi'i adalah sejum - 
l a h  maksimum Asurznsi yang d i tu tup  o leh  Badan penyelenggara - 
dalam ha1 i n i  PT. K41ifi;T~ APS I N D Q i q J b I A  ya i tu  TEriGuaT-p . ----- 

Menimbang, bahwa d a r i  fek ta  yang terungkap dipers idangan 
TESGUCriiT-I t e l a h  menutup a su rans i  ' JASA I-bi~Li ' R U A  PUTM dengan- 

gan t i  kerugian sebesar  R ~ .  5.000.000 (lima j u t a  rupiah) 
ntuk s e t i a p  penumpang kere ta  a g i  den Asuransi J a sa  Raharja . -- 

a Menimbang, behwa maksud dan t u  juan TEHGUGAT-I menutup - 
bhgi penumpangnya t i d a 3  laio.:adalah untuk mengalih - 

yang mun&in t e r j a d i ,  sehingga i a  t e r l e p a s  d a r i  re- 
s i k o  t e r sebu t ,  dan d i a l ihkan  kepada perusahaan iSUilKNS1.. ------ 

Meriimbang,bahwa d a r i  s u r a t  buk t i  T.1-8 sarnpai dengan - 
T.-1-26 dan s u r a t  buk t i  : T. 11-1 dan s u r a t  buk t i  T, 11-4 t e l a h  - 
t e rbuk , t i .  bahwa ,TZ;'iGUGAT-I t e l a h  mernbayar gan t i  r u g i  kepada - 
p a r a  PEhGCIIuT berypa : ------------------------------------- 

. . -   an tun an yang bersumber d a r i  :PT.J+.SA W W A  PUTU . 
- 'biaya .pengobatan , I 

- biaya pe r j a l anan  .pulang . 
- bantuan untuk pemakaman , 
- bea siswe untuk gnak anak korban . 
S e l e i n  i t u  para  PENGGUG.?-T juga t e l a h  menerima santunan dana - 
pertanggungan waj ib  kecclakaan penumpang d a r i  PT. JhSA RAHAHJA. 

Menimbang, bahwa d a r i  urai'an t e r s e b u t  d i a t a s  dengan meng 

hubungkan bunyi p a s a l  25 a y a t  (1) huruf b dan p a s a l  25 a y a t  - 
(2) pass , l  28 a y a t  (2)'  huruf b, p a s a l  28 aya t  (1) UU.No. 13 tahun 
1992, dan p a s a l  1365 KUH.Perdata, maka menurut Majel is  kerugi  - 
an yang p a t u t  untuk dibayara o ieh  TUriGUGAT-I ada l ah  :- --------- 

. . 



- 71 - 

1. B i a y a  p e n g u b u r a n  ; 
V 

2 .  Santunan  . k e m a t i a n  ; 

3. B i a y s p e r j a l c ? n a n  p u l a n g  k e r r ~ b a l i  k e s t a s i u n  a s a l  a t a u  

s t a s i u n  t u  j u a n  te r rnzsuk  b i . a y a ,  a n t a r  j e n a z a h  . 
4 ; . P e n g g a n t i a n  b a r a n g  y a n g  h i l a n g  b a g i  penumpang y a n g  

m e m i l i k i  s u r a t  t o n d a  t i t i p a n  a t a u  a n g k u t a n  b a r a n g -  

a t a u  s u r e t  b s g a s i  . 
5. B i a y a  p e n g o b a t a n  'sampai  k o r b a n  m e n j a d i  p u l i h  dan/-  

a t a u  s a n t u n a n  bag ' i  y a n g  m e n d e r i t a  c a c a t  badan, --- 
dengan  k e t e n t u a n  a t a s '  k e r u g i a ' n  t e r s e b u t  d a p a t  d i b u k t i k a n  dan 

t i d a k  m e l e b i h i  d a r i  j u r n l a h  A s u r a n s i  y a n g  d i t u t u p  o l e h  Penye-  

l e n g g a r a  d a l a m  h a 1  i n i  TERGUGAT- 1. ........................ 

Menirnbang, bahwa t u n t u t a n  t e n t a n g  : I' P e n d a p a t a n  yang-  

h i l a n g  dan  b e a  p e n d i d i k a n  anak b a g i  k o r b a n  y a n g  m e n i n g g a l  Ir- 

rnenurut  p e n d a p a t  :la j ' e l i s  a d a l a h  s e s u a t u  y a n g  r e l a t i e f ,  y  ang  t i<  

dak  d a p a t  d i b u k t i k a n  bahwa i a  ~ . k c n  mempero leh  p e n d a p a t a n  - 
dan t i d a l <  d a p a t  d i b G k t l k a n  bahwa an.ak anak k o r b a n  a k a n  b i s a  - 
b e r t a h a n  h i d u p  szrnpai  b a t a s  w a k t u  t e r t e n t u .  O l e h  k z r e n z n y a  - 

' makna pernber ian  I t  S A 1'1 T  U' N A N rnerupakan K o n p e n s a s i  - 
d a r i  s u a t u  h a 1  yang  b e l u m  p a s t i .  D isa rnp ing  i t u  t u n t u t a n  p a r a  

PEIJGGUGAT t e r s e b u t  b e r t e n t k n g a n  dengan buny i p a s a l  : 28  a y a t -  

( 1 )  U c  No.13 t a h u n  1992 . 
I 

3 e r d a s a r k a n  h a 1  t e r s e b u t  t u n t u t ' a n  p a r a  PENGGUGAT t e n t a n g  h a l -  

i t u  heru .s  d i t o l a k  e.==========================-============= 

Menimbang, bahwa t e n t a n g  t u n t u t a n  b i a y a  p e n g o b a t a n  u n  - 
tu .k  PENGGUGP,T-I ( p r i b a d i  ) yang .  d i b u k t i k a n  dengan a s l i  k w i t a n  

s i  b u k t i  nomor : P. lS. le,  P . l 5 , l f ,  dan P . 1 5 . l g  , k a r e n a  - 
PE.NGGUGAT-I t e l a h  rnener ima s a n t u n a n  d a r i  Jasa  R a h a r j a  Rp.10. 

OOO.000 ( s e p u l u h  j u t a  r u p i a h )  d a n  d a r i  Jasa  R a h a r j a  P u t r a  -- 
s e b e s a r  ~ ' ~ ~ . 5 . 0 n O . 0 0 0  ( l i m a  j u t ~  r u p i a h )  ( b u k t i  BT-11.4 ) .--= 
maka t u n t u t a n  PENGGUGAT-I t e r s e b u t  t i d a k  r e l e v a n  u n t u k  d i  - 
pert imbangl<,? 'n dan  h a r u s  d i t o l a k ,  k a r e n a  t e l a h  rnener ima g a n t i -  

r u g i  s e j b l n l e h  maksirnu,rn A s u r a n s i  y a n g  d i t u t u p  o l e h  p e n y e l e n g  - 
g a r a  ( p a s a l  2 8  d y a t  ( 2 )  h u r u f  ti, UU No. 13 tahun 1992.-------- 

Menimbang, bahwa t u n t u t a n  - b i a y a  P e n g o b a t a n  u n t . u k  PENGGU 

GAT-11, PENGGUGAT-111, PENGGUGAT, I V  dan  PENGGUGAT V ( p r i b a -  

d i  ) d i b u k t i k a n  kwi t .a ,ns i  f o t o  c o p y ,  den  rnereka t e l a h  .mendapat -  

b i a y a  p e n g o b a t a n  ~ e b a ~ e i m a n a b u k t i  BT.11-4 N o . u r u t  43, 6 1  

63  d a n  .82, k a r e n a n y a  t u n t u t a n  PEIVGGUGAT-11, PEI'JGGUGAT-1x1 

PENGG'JGAT, , . , . .,. . , . . . 



PJdGGi)GA'I! -1V dan PdIGGUGAT V ( pilibadi. &pa t  diF&tim 

. . 

Nenimbng, behwa untuk gant i  rug i  bagi  korban lainnya - 
yang diw:ikili o l eh  PhNGGlG.<T 1 s / d  Yld-LJGGUG" V ( c l a s s  member) 

wa j i b  untuk dibayar '  o leh  'i'brCC;UGA4l-I dengan b2 t a s  batas  s e p e r t i  
dipertimb;ingkan tersebu-t d i a t a s  . --- .---- ------ - ------------- 

1deni.m-bang, bahwa s e j a l a n  dengan jiwa gugatan Class - 
Extion dimana p o p  c i a s s  member berjumlah banyak , dan t idak  - 
d ike tahu i  secara  p a s t i  tempat t inggalnya , sehingga peraturan-  
p e r  undang undengan t idak  mewajibkan adanya s u r a t  Kuasa d a r i  
c l a s s  member kepada, c l a s s  r e f r e s e n t v t i e f  . ------------------- 

Menimbang, bahwa o leh  karena alamat d a r i  c l a s s  member - 
dike tahui  secara  p a s t i  oleh para c l a s s  Ref re sen ta t i e f  - 

per inc i an  t en tang  jumlab kerugian d a r i  c l a s s  member belum 
d.itetapken , ........................................... 

~ e n i m b z n ~ ,  bshwa berdasarkan hs1  ha1 t e r sebu t  d i a t a s ,  - 
IvIa j e l i s  dapat  mew ertimbangkan usulan d a r i  ptlra PUCGUGA'l '  un - 
t u k  dibentuk TL:.:M a.tau . i(OlVXSI. ,: yang b e r t u g s  untuk menel i t i -  
kerugian yzng d i d e r i t a  o leh  c l a s s  member, yang belum d i g a n t i  - 
o l e h  penyelenggara ( TEHGUGAT-I ) s e b z ~ i m a n a  akan diura ikan  - 

diktum putusz-1 i n i  , ................................... 
I 

I'lenimba.ng, bak.wa azas  d a r i  ASLhWASI zdalah untuk meng- 
g a n t i  kerugian yang t imbul  dikemudian hari . ----------------- 
Oleh karena i t u  menurut pendapat. PSLJILIS , suatu kerugian yang 
t e l a h  diganti/dikompensasi oleh siapaun, maka kerugian i t u  s u -  
dah t i dok  a d a  lagi ,sehingga t i dak  ada l a g i  yang p e r l u  d igan t i .  

Renimbang, bahwa berdaserkan ha1 ha1 t e r s e b u t  d i a t a s  - 
m e k ~  tun tu tan  para PLiiCGUGAT p a t u t  dikabulkan sebahagian, ---- 

;lengingzt pera turan  p e r  undang undangan dan hukum yslng - 
bersan&utan ,- ---------------------------------.------------ 

- Mengebulkan gugatan para. P&li;G~Gli'~ sebagian . -------/ 



- lenyatakan menerima para  PEiiGGUGAT, sebagai c l a s s  - 
l i F  mewaki li mas yaraka t konsumen korban- 

tabrakan an ta ra  Kereta Api E;WU JAYA,dengan kere ta -  
ap i GkYi; BAKU . MALI' M d i  s t a s  i u n  XXTAI\IGGUNGAI\J B A U T  - 

- Menyatakan *TE~~GUGPT-I t e  l a h  me lakukar  perbuatan. me - 
. lawan ~ukum,yzng menimbulkan kerugian t a g i  pa ra  -- 
P 2 G, G ,U G A *L , , - ............................. _____________ - -____ - - - - - - - -d - -  - 

- Mcngliultum TEliGJGAT-I untuk membayar gan t i  rug i  be - 
rupa : 

- s i a y a  pengu'buran . 
- Santunen kematian . 
- Biaya e n t a r  jenazah . 
- Biaya F.&rjzlanan pulang kenlbali ke s t a s i u n .  a s a l  - 

a t a u  Ystasiun t u  juan . 
- . -  Penggan-kian barang a t au  s u r a t  yeng h i lang ,  bzgi - 

korban yang memiliki s u r a t  tanda t i t i pa .n  a tau  ang- 

kutan barang a t au  s u r a t  bagasi  . 
- s i a y a  pengobatan sampai korban menjadi p u l i h  dan/ 

a t au  sentunan bagi korban yang mengalami caca t  - 
badan dingan kktentuan a t a s  kerugian t e r s e b u t  - 
dapat  dibukt ikan dan t i dak  melebihi d a r i  jumlah - 
maksimum a s u r a n s i  yang d i tu tup  o leh  Tf%LGUC;;rT-I - 
da lam penyelenggaraannya , s e r t a  be lum dibayar  baik 

. o leh  PT.JASA i i i l H ~ r d A  a t au  PT. J A S A  PUTKA . 
- Memerintahkan kepa&a p&ra PmGGUGAT dan pa ra  TEHGU - 

GAhntuuk membentuk : ' 1  K C ; i d S I  PElidkY~ibIN GAYTI - 
EIUGI (I,. yang keanggauthnnya t e r d i r i  d a r i  : -------- 
2 (dua) oreng wakiP d a r i  PLNGGUhT, 2 (dua) orang - 
weki l  d a r i  "ili.lri;UGKl'-I dun 1 ( sa tu )  brang w&il dar i -  
TEAWGAT-11 y::,ng bertugas : 

1. Dzlam waktu 7 ( tu juh)  h a r i  s e t e l a h  putusan perkara 

i n i  mempunyai kekuatan hukum t e t a p ,  waj ib  menw - 
mumkan melalui med.ia, s u r a t  kabar a g r  anggauta ke- 

lompok ( c l a s s  members ) mendaftarkan d i r i  s e r t a  - 
menyerahkan b u k t i  b b k t i  kerugian yang d ide r i t anya  b/' 



... . . . .  . ,: 

). 

' 

2. ' ~o:m&i  tpelaku'kan p e n e l i t i a n  dan v e r i f i k a s i  un 
1:.  :,. .. 

:?: tuk  , . .  * n @ j i  keberkran bukt i  t e r s e b u t  dengan - 
mengscu pada putusan in i . da l am waktu p a l i n g  - 

.. . .  . . 
.: lama: 30 ( . t iga gulfik) ha r i .  

.\; . . . .  :. , . : : i  
..:.. ., 
!': , .. , 3. . ~ o m f k i  .... mengajukan::,bukti bukt i .  yang p a t u t  un - 

' tuk , ,a ibayar ,  kepada TLHGUGAT-I , dzn T ~ G U G A T - I  
. . .  . . .< .' 

I,: memb'&yar . i.. langsung;;.kepada . . . .  korban a t a u  a h l i  -- 
' ~ , . : a  't i s n y a . .;- 

. . . .  . . 
.:. . . .  . ,.i 

.... ; MenghukGm($FEiiGUGA1$-I u$$.uk membayar bi.aya'a'j:,yang - 
., . . ., 

t imbul :dal&n~ perkara  i~ ; i  s ebedar Rp. 569'. . . .  000, - ( li- 

ma I"at11.s : &am .puluh SeGbilan r ibu  rupiah. '$, , ------- 
:~:~,no & i k i " : a ~ t  ... an  pa r a  PZ$GGU..G&T e l a  i n  d i n  ..,s e lebih-  

. . . . . . .  . . 
. . .  :.;-, 2 . . n. y a . ................................... . . ========--- - 

. .  - . ,  , . . 
. . 

,,: . . . .  . $  
. . . . . . .  ..... 

..,. . Demik ian l~hb i?u tuskan  da la~n rapa t '  .permusyawaratan - 
M$ j e l i s  - Hakim padal.h3ri SdiIl\I tan.ggal 06 J a n u a r i  2003. yang - 

I . 
d,$@impim -1 oleh  I bih$tGci~-l SUiiI;\U.-i Sgti, sebagai  Hakia- Ketua , --- 

.s.,. 
. &jau'&L S ~ , . ~ $ T ~ ~ ~  ' sHe i,s&. 

:.,:.. dan D r s .  P$I\I USUN~,!~ HX?AHAF' SH; msr i n g  
. r .  ' 
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